
BUPATI SUMBAWA 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA 
NOMOR 62 TAHUN 2023 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : a. 

BUPATI SUMBAWA, 

bahwa untuk meningkatkan keandalan dan relevansi 
laporan keuangan serta dapat dibandingkan antar 
periode dan antar entitas, diperlukan pedoman berupa 
kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan 
keuangan entitas akuntasi dan entitas pelaporan guna 
menerapkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis 
akrual; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Sumbawa 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah 
beberapa ka1i diubah dengan Peraturan Bupati 
Sumbawa Nomor 103 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 
Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Sumbawa, sudah tidak sesuai 
perkembangan pengaturan, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
. Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Permerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Serbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 
Nomor 15); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. 

2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi Kewenangan Daerah. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

5. Bupati adalah Bupati Sumbawa. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah 
berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

10. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 

11. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar 
penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan 
merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 
penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan 
dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur 
dalam Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 
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12. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

13. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari 
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk terwujudkan 
fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan 
keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. 

14. Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar­
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik 
yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. 

15. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

16. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 

1 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat 
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. 

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintah daerah. 

19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah 
daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, 
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. 

22. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan 
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan 
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, 
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, 
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan 
yang bersangkutan. 

23. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 

24. Pengungkapan adalah penyajian informasi secara lengkap dalam laporan 
keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna. 

25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ 
pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 
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laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

26. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang­
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan. 

27. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang 
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi 
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal. 

28. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah 
laporan yang menyajikan informasi ralisasi pendapatan-LRA, belanja, 
transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang 
pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 

29. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat 
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan 
penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, 
SILPA/SiKPA, Koreksi dan SAL akhir. 

30. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal 
tertentu. 

31. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan 
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang 
penyajiannya disandingkan dengan pelaporan sebelumnya. 

32. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunan, perubahan kas dan 
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas 
pada tanggal perubahan. 

33. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang 
terdiri dari ekuitas awal, surlus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 

34. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah 
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci 
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, 
LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

35. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah 
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu 
dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 

36. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih (ekuitas) dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

37. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang 
mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

\l 
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38. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

39. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

40. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 
manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat 
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat 
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber­
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

41. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah daerah. 

42. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos 
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 
seharusnya. 

43. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk 
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang 
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum 
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. 

44. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar 
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara 
sistimatis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah. 

BAB II 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 2 
Kebijakan Akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan 
Akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual 
Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Pasal 3 
Kebijakan Akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan 
umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik 
terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. 

Pasal 4 
Kebijakan Akuntansi digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan 
pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, 
pendapatan laporan operasional dan beban, serta penyusunan laporan 
keuangan. 

-I 
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Pasal 5 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 
yang terdiri atas: 
Bab I : Pendahuluan 
Bab II : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi 
Bab III : Kebijakan Akuntansi Pelaporan 
Bab IV : Kebijakan Akuntansi Akun 
Bab V : Bagan Akun Standar. 

BAB III 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 6 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 31) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 
Sumbawa Nomor 103 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 
2017 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 
Peraturan Bupati Sumbawa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa. 

Diundangkan di Sumbawa Besar 
pada tanggal 20!! November 2023 

Ditetapkan di Sumbawa Besar 
pada tanggal 20 November 2023 

{BUPATI SU AWA,t 

-
\lMAHMUD~BDULLAH 

SEKRETARIS DAERAH KAiPATEN SUMBAWA, 

HA~ 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 62 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA 
NOMOR 62 TAHUN 2023 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA. 

1.1 LATARBELAKANG 

BABI 
PENDAHULUAN 

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Sumbawa ini melatarbelakangi ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
selanjutnya diikuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu kebijakan akuntansi 
m1 disusun untuk menyesuaikan dengan dinamika peraturan 
perundang-undangan dan perkembangan dalam transaksi keuangan. 

Akuntansi pemerintahan daerah didesain sebagai sebuah sistem 
yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan dan mengakomodir arsitektur pengelolaan keuangan 
daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Salah satu pilar utama 
pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan 
kebijakan akuntansi. 

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip, 
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik 
spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk 
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka 
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, 
antar periode maupun antar entitas. 

1.2 TUJUAN 
Tujuan penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Sumbawa adalah tersedianya panduan bagi entitas pelaporan dan 
entitas akuntansi dalam rangka menerapkan Sistem Akuntansi 
Pemerintahan berbasis akrual. 

1.3 RUANG LINGKUP 
Kebijakan akuntansi ini mencakup seluruh pertimbangan dalam 

rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual 
yang meliputi: 
1) Kerangka Konseptual 

Memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam 
hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik 
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam kebijakan 

· akuntansi terkait akun laporan keuangan. 



- 9 -

2) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan 
Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang 
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. 

3) Kebijakan Akuntansi Akun 
Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/ atau 
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan 
standar. 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

PENDAHULUAN 
Menjelaskan latar belakang perlunya ditetapkan 
kebijakan akuntansi, tujuan, ketentuan dan ruang 
lingkup penyusunan kebijakan akuntansi. 

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI 
Bab ini menjelaskan tentang: 
1. Ruang lingkup kerangka konseptual; 
2. Tujuan kerangka konseptual; 
3. Lingkungan akuntansi pemerintah daerah; 
4. Pengguna dan kebutuhan informasi para 

pengguna; 
5. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan; 
6. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan; 
7. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang 

menentukan manfaat informasi dalam laporan 
keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala 
informasi akuntansi; dan 

8. Unsur-unsur yang membentuk laporan 
keuangan, pengakuan, dan pengukurannya. 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN 
Bab ini menguraikan tentang: 
1. Tujuan dan Ruang Lingkup; 
2. Basis Akuntansi; 
3. Definisi; 
4. Tujuan Laporan Keuangan; 
5. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan; 
6. Periode Pelaporan; 
7. Komponen-Komponen Laporan Keuangan. 

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN 
Bab ini menguraikan tentang: 
1. Ah.untansi Aset; 
2. Akuntansi Kewajiban; 
3. Akuntansi Ekuitas; 
4. Akuntansi Pendapatan-LRA; 
5. Akuntansi Belanja; 
6. Akuntansi Pembiayaan; 
7. Akuntansi Pendapatan-LO; 
8. Akuntansi Beban; 
9. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan 

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi 
Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan; 

10. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan; 
11. Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi. 
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BAGAN AKUN STANDAR 
Menjelaskan tentang pendahuluan, tujuan 
ditetapkannya Bagan Akun Standar, dan Bagan Akun 
Standar. 

BAB II 
KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI 

2.1 RUANG LINGKUP 
Kerangka konseptual ini membahas: 
1. Tujuan kerangka konseptual; 
2. Lingkungan akuntansi pemerintah daerah; 
3. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna; 
4. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan; 
5. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan; 
6. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif, prinsip-prinsip, serta kendala 

informasi akuntansi; dan 

2.2 TUJUAN 

1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi ini mengacu pada 
kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk 
merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi adalah sebagai 
acuan bagi: 
a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah 

akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi; 
b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 

keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; 
c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi 

yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai 
dengan kebijakan akuntansi. 

3. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam ha! terdapat 
masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan 
akuntansi pemerintahan daerah. 

4. Dalam ha! terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan 
kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi 
diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka 
panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan 
dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan. 

2.3 LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh 

terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. 
2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan 
keuangan adalah sebagai berikut: 
a. Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang 

diberikan: 
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1) Bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan; 
2) Sistem pemerintahan otonomi; 
3) Adanya pengaruh proses politik; 
4) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan 

pemerintah daerah. 
b. Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian: 

1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, 
dan sebagai alat pengendalian; 

2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan 
pendapatan; 

3) Kemungkir.an penggunaan akuntansi dana untuk tujuan 
pengendalian; 

4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena 
digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan; 

2.4 PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PENGGUNA 
1. Pengguna Laporan Keuangan 

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan 
pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada: 
a. Masyarakat; 
b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 
c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, 

investasi, dan pinjaman; dan 
d. Pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah provms1 dan 

pemerintah pusat). 

2. Kebutuhan Informasi Pengguna 
a. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan 

umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua 
kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan 
pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. 

b. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan , 
serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih 
baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni 
berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan 
berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan 
penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka 
laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian. 

c. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang 
tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib 
memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan 
pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat 
menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk 
kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam 
kerangka konseptual ini maupun kebijakan akuntansi yang 
dinyatakan lebih lanjut. 
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2.5 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN 
1) Entitas Akuntansi 

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang 
mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang 
menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas 
dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi adalah 
dari SKPD. 

2) Entitas Pelaporan 
Entitas pelaporan merupakan pemerintah daerah yang terdiri dari 
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyajikan laporan 
pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan 
umum. 

2.6 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN 
1. Peranan Pelaporan Keuangan 

a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk 
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan 
dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama 
digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang 
dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional 
pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas 
dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan 
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

b. Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan mempunyai 
kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan 
serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara 
sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk 
kepentingan: 
1) Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah 
daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 
periodik. 

2) Manajemen 
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan 
kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan 
sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan 
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas 
pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. 

3) Transparansi 
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur 
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka 
dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah 
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya 
dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

4) Keseimbangan antar generasi (intergenerational equity) 
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan 
penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk 
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membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah 
generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut 
menanggung beban pengeluaran tersebut. 

5) Evaluasi Kinerja 
Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, terutama dalam 
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah 
daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. 

2. Tujuan Pelaporan Keuangan 
a. Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya 

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna 
dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik 
keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 
1) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan 

penggunaan sumber daya keuangan; 
2) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan 

periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 
3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya 

ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah 
serta hasil-hasil yang telah dicapai; 

4) menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah 
daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi 
kebutuhan kasnya; 

5) menyedidkan informasi mengenaipos1s1 keuangan dan 
kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber 
penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka 
panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan 
pinjaman; 

6) menyediakan informasi mengenai perubahan pos1s1 
keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan 
atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan 
selama periode pelaporan. 

b. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan 
menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan 
sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa 
lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, 
surplus/defisit laporan operasional (LO}, aset, kewajiban, 
ekuitas, dan arus kas pemerintah daerah. 

2.7 ASUMSI DASAR, KARAKTERISTIK KUALITATIF, PRINSIP-PRINSIP, 
BERTA KENDALA INFORMASI AKUNTANSI 
1) Asumsi Dasar 

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan 
pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu 
kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat 
diterapkan, yang terdiri dari: 
a. Asumsi kemandirian entitas 

Asumsi kemandirian entitas berarti unit pemerintah daerah 
sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai 
unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan 
laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit 
pemerintahan dalam pelaporan keuangan. 
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b. Asumsi kesinambungan entitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi 
bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan 
tidak bermaksud untuk melakukan !ikuidasi. 

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap 
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. 

21 Karakteristik Kualitatif 
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 
dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini 
merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan 
keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 
a. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 
termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna 
dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau 
masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau 
mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, 
informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan 
dengan maksud penggunaannya. !nformasi yang relevan: 
1) Memiliki umpan balik (feedback); 
2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value); 
3) Tepat waktu; 
4) Lengkap. 

b. Anda! 
lnformasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta 
secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal 
memenuhi karakteristik: 
1) Penyajian jnjur; 
2) Dapat diverifikasi (verifiability); 
3) Netralitas. 

c. Dapat dibandingkan 
lnformasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih 
berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan 
periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada 
umumnya. 

d. Dapat dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami 
oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang 
disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. 

31 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai 
ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara 
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam 
melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam 
memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah 
delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah: 
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a. Basis Akuntansi; 
1) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah basis akrual untuk 
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, dan 
pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan 
operasional. 

2) Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan 
ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau 
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada 
keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima 
atau dibayar oleh kas daerah. 

3) Dalam ha! anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan 
basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti 
pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas 
diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja 
dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan 
dari kas daerah. 

b. Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle); 
1) Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai 

wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset 
tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas 
yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban 
di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan 
pemerintah daerah. 

2) Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada 
nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat 
diverifikasi. Dalam ha! tidak terdapat nilai historis dapat 
digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. 

c. Prinsip Realisasi (Realization Principle); 
1) Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi 

melalui APED selama satu tahun anggaran akan digunakan 
untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun 
anggaran dimaksud atau membayar utang. 

2) Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against 
revenue principle) tidak mendapatkan penekanan dalam 
akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan 
dalam akuntansi sektor swasta. 

d. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form 
Principle) 
Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur 
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka 
transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan 
sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya 
mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau 
peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek 
formalitasnya, maka ha! tersebut harus diungkapkan dengan jelas 
dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 

e. Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle); 
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah 
perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja 
pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang 
dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan 
pemerintah daerah adalah tahunan yang meliputi Laporan 
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
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Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan 
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 
Pelaporan keuangan pemerintah daerah periode semesteran terdiri 
atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan 
Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Pelaporan keuangan Pemerintah 
Daerah periode bulanan adalah Laporan Realisasi Anggaran. 

f. Prinsip Konsistensi (Consistency Principle); 
Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian 
yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah 
(prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak 
boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode 
akuntansi yang lain. 
Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa 
metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih 
baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas 
perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam 
Catatan Atas Laporan Keuangan. 

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle); 
Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara 
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. 
Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat 
ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan 
atau catatan atas laporan keuangan. 

h. Prinsip Penyajian Wajar. 
1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan 

dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas 
Laporan Keuangan. 

2) Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan 
pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi 
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian 
seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta 
tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam 
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada 
saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian 
sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi 
serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. 
Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak 
memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan 
tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang 
terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja 
yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral 
dan tidak andal. 

4) Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal 
Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang 
tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan 
informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam Japoran keuangan 
pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (limitations) atau 
karena alasan-alasan tertentu. Tiga ha! yang mengakibatkan kendala 
dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, 
yaitu: 



- 17 -

a. Materialitas; 
Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk 
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi 
tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang 
dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah 
daerah. 

b. Pertimbangan biaya dan manfaat; 
Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam 
laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari 
biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. 

c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. 
Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai 
kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. 
Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik 
kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. 

BAB III 
KEBIJAK.AN AKUNTANSI PELAPORAN 

3.1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 
1. Tujuan 

Tujuan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah 
mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general 
purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan 
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar 
periode, maupun antar entitas akuntansi. Laporan keuangan untuk 
tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan 
termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Ruang Lingkup 
Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas 
akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan 
yaitu Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sedangkan entitas akuntansi 
yaitu SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, tidak 
termasuk perusahaan daerah. Kebijakan akuntansi pelaporan BLUD 
mengacu pada peraturan perundangan mengenai BLUD. 

3.2 BASIS AKUNTANSI 

3.2 

\l 

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Sumbawa yaitu basis akrual. Namun, dalam ha! anggaran 
disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun 
berdasarkan basis kas. 

DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan 
akuntansi ini dengan pengertian: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
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2. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas 
pada Bendahara Umum Daerah; 

3. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 
oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan 
diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat 
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan 
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum 
dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 
dan budaya; 

4. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat 
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk 
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan 
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual; 

5. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 12 \dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 
pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; 

6. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa 
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 
atau dibayar; 

7. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas 
diterima atau dibayar; 

8. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat 
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban; 

9. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggirran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh pemerintah; 

10. ,Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran; 

11. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah; 

12. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna 
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan 
untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke 
dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD; 

13. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang 
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Sumbawa; 

14. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau 
manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; 

15. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap 
saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan; 
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16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung 
seluruh penerimaan dan penge!uaran pemerintah daerah; 

17. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang 
siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai 
yang signifikan; 

18. Kewajiban adl?lah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 
ekonomi pemerintah daerah; 

19. Laporan Keuangan Gabungan adalah suatu laporan keuangan 
yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas 
akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal; 

20. Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang 
diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan; 

21. Mata Uang Asing adalah mata uang selain mata uang rupiah; 
22. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau 

salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau 
penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. 
Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau 
kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana 
kekurangan atau salah saji terjadi; 

23. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban 
antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan 
transaksi wajar; 

24. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun­
tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah 
daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 
memanfaatkan surplus anggaran; 

25. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali; 

26. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, 
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah; 

27. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset 
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa 
manfaat aset yang bersangkutan; 

28. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 
operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang 
dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat; 

29. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa/beban luar biasa 
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan 
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin 
terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas 
bersangkutan; 

30. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 
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31. seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan; 

32. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan sa!do yang berasal dari 
akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan 
tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan; 

33. Se!isih Kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata 
uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda; 

34. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah 
selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran 
APBD selama satu periode pelaporan; 

35. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara 
pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.; 
Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan 
beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan 
surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa; 

36. Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode 
pelaporan. 

3.4 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN 

1. Tujuan umum !aporan keuangan adalah menyajikan informasi 
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja 
keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna da!am 
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber 
daya. 

2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah 
adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan 
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan 
atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 
a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah; 
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah; 
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan 

penggunaan sumber daya ekonomi; 
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan 

mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah 

untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 
3. Laporan Keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan 

prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk 
memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi 
yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang 
berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. 
Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna 
mengenai: 
a. lndikasi sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

anggaran; dan 
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b. Indikasi sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan 
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. 

4. Untuk memenuhi tujuan umum ini, Japoran keuangan menyediakan 
informasi mengenai entitas dalam ha!: 
a. Aset; 
b. Kewajiban; 
c. Ekuitas; 
d. Pendapatan-LRA; 
e. Belanja; 
f. Pembiayaan; 
g. Saldo Anggaran Lebih; 
h. Pendapatan-LO; 
i. Beban; dan 
j. Arus Kas. 

5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi 
tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun demikian 
masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non 
keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan 
untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 
aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. 

3.5 TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN 
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada 
pada pimpinan entitas. 

3.6 PERIODE PELAPORAN 
1. Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam 

setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas 
berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu 
periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas 
mengungkapkan informasi berikut: 
a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, 
b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk Japoran tertentu 

seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat 
diperbandingkan. 

2. Dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal 
pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan 
tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan 
adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang 
disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif 
tidak dapat diperbandingkan. 

3.7 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN 
1. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set Japoran 

keuangan pokok adalah: 
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 
c. Neraca; 
d. Laporan Operasional (LO); 
e. Laporan Arus Kas (LAK); 
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 
g. Cata tan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
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2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh 
setiap entitas, kecuali: 
a. Laporan Aru8 Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang 

mempunyai fungsi perbendaharaan umum; 
b. Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara 

Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan 
keuangan konsolidasiannya. 

3. Format laporan yang tersaji dalam kebijakan akuntansi ini bisa 
berubah menyesuaikan dengan perubahan peraturan maupun 
perkembangan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah. 

3. 7 .1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

~ 

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan 
pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. 

2. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan 
antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode 
pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. Pendapatan-LRA; 
b. Belanja; 
c. Transfer; 
d. Surplus/Defisit-LRA; 
e. Pembiayaan; 
f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran. 

3. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat 
hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti 
kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan 
yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar­
daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap 
perlu untuk dijelaskan. 

4. Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai 
berikut: 
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 
20Xl DAN 20X0 

No. Uni Ian Catalan 
Anggaran S•Mllh RaallAal 20X1 ,. Raallaul 20XO 

Panibahan (Audited) (Audited) 

' PENDAPATAN 
2 PENDAPATAN ABU DAERAH .. , 
3 Pendap.tan Pajak Oaerah A.1.1 

• Penda"~tan Retribua! Oaerah A.1.2 , Pendapatan Ha■ II Pengelolaan Kakaraan oaarah yang A'3 Dlniaahkan 
6 Laln-laln Pendapa1an Aall Diillerah vann Sah A.1-4 

' 8 PENDAPATAN TRANSFER ... 
8 Pendanatan Transfer Pemelintah Puaat A.2 1 

" Pendapillan Transfer Anter Daerah A.2.2 

" " LAIN• LAIN PENDAPATAN YANO BAH ... 
" Pandapatan Hlbah A.3.1 

" 
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Paraturan 

A.3.2 Peruodana--Undanaan 

" ,s Jumlah Pendaaatan 

" ,s BELANJA • 
" BELANJA OPERAS I "' " Belanja Pegaw.,I 8.1.1 

" ee1an1a B.-ang B.1.2 ,, Belanja Sub&idi 8.13 
23 Belan1a Hibah B.1.4 ,. Bel■"'• B.intuan Boalal B.1.5 

" 26 BEL.ANJA MODAL •-• 
" Belanla Tanah B.2.1 
26 Belanja Peralatan dan Me1ln B.2.2 
29 Belanilll G dan Banaunan B.2.3 
30 Bellllnllll .Jllllan,lrtnraal dan Jarlnnan B.2.4 

" BelanJa Aaet Tetap Lalnnya B.2.5 
32 BelanJ• Asel Lalnnya B.2.6 
33 

" BELANJA Tl DAK TERDUOA ... 
35 Belanla Tidak 1, a 8.3.1 
36 

" BELANJA TRANSFER •-• 
" Belanja Bagi Haa!I 8.4.1 
30 Belanla Bantuan Keuannan B.4.2 

" Jumlah balan • 

" surpIu.,oat1•1 C ., 
" PEMBIAYAAN 0 .. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH o., ., Slaa Lebih Pemllungan Anggaran Tahun Anggar;1n 

01,1 
Sebelumnra 

'6 Penerimaan Pemberlan Plnjaman o-rah 0.1 2 ., Jumlah 
,s 
•• PENOELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH o., 

"' Penyerlaan Modal Oa111r;1h 0,2,1 

" Jumlah 

" " Pemblayaan N•tto ,. Siu Leblh P•mblavaan An •r•n 
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3. 7.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

1. Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan 
periode sebelumnya pos-pos berikut: 
a. Saldo Anggaran Lebih awal; 
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan 
e. Lain-lain; 
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir. 

2. Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih 
lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan 
Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

3. Contoh Format Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut: 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 

20Xl DAN 20X0 

NO URAIAN CATATAN TAHUN 20X1 (AUDITED) TAHUN 20X0 (AUDITED) 

1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL A 

2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN B 
3 SUB TOTAL 11-21 
4 SISA LESIH/KURANG PEMBJAYAAN ANGGARAN C 
5 SUB TOTAL (3+4) 

• KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN D 
7 LAIN-LAIN E 
a SAL DO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5-+8+ 7) F 

3.7.3 NERACA 

1. Neraca menggambarkan pos1s1 keuangan suatu entitas 
akuntansi/ entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan 
ekuitas pada tanggal tertentu. 

2. Unsur neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing­
masing unsur didefinisikan sebagai berikut: 
a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa 
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di 
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 
pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur 
dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan 
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 
umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena 
alasan sejarah dan budaya. 

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peritiwa masa lalu 
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber 
daya ekonomi pemerintah daerah. 

c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah 
daerah pada tanggal pelaporan. 

3. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada 
Laporan Perubahan Ekuitas. 

4. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode 
sebelumnya pos-pos berikut: 
a. Kas dan Setara Kas; 
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b. Investasi Jangka Pendek; 
C. Piutang; 
d. Beban Dibayar Dimuka; 
e. Persediaan; 
f. Investasi Jangka Panjang; 
g. Aset Tetap; 
h. Aset Lain-lain 
i. Kewajiban Jangka Pendek; 
j. Kewajiban Jangka Panjang; 
k. Ekuitas. 

5. Rincian lebih lanjut dari masing-masing akun dalam aset lancar, 
investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnyan kewajiban, 
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang 
disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

6. Contoh Format Neraca adalah sebagai berikut: 
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 
NERACA PER 31 DESEMBER 20Xl DAN 31 DESEMBER 20X0 

NO. UR~~1J\! ,, CATATAN -.20X1 (AUDITED) · .iix-orr~ •.. ,, . 
1 ASET 
2 
3 ETLANCAR A 
4 KAS A.1 
5 KasdiKasD8811tl A.1.1 

• Kas di Beodahln P ·'- A.1.2 
7 Kas di Beodllta'a Penerimaan A.1.3 

• Kas di8LUO A.1.4 

• KasdiBol A.1.5 
10 ... A.1.6 
11 INVEST ASI JANGKA PENDEK 
12 PIUTANG .. , 
13 -Pl"" Pa1Ak Daerah A.2.1 
14 -Piuta RetritJusi Daerah A.2.2 
15 -Piutan Lain-lain PAD Sah A.2.3 
10 .,,,,. Tf!lnsfer Anlar Daerah A.2.4 
17 -Pan is/han PitJtano 
18 
19 BEBAN OIBAYAR DIM UKA A.3 
20 PERSEOIAAN A.4 
21 
22 I I KAPANJA • 
23 INVESTAS1 NON PERMANEN 8.1 
24 -tnvestasi Non Peimanen Lainnva 
25 -Penvisihan /nvesmsi Non Pw,rmanen Tak 
26 lnw1tasi Non Perma-ien Be1$ih 

27 INVESTASI PERMANEN •. , 
28 Penyeltalin Modal Pemertrtah Daelllh 

29 

30 ASET TET"" C 

31 TANAH C.1 

35 

3B PERALATAN DAN MESIN C2 

38 GEDUNG DAN BANGUNAN C3 

41 JALAN, IRIGASI DAN JARJNGAN c, 
43 ASET TETAP LAINNYA C.5 

44 KONTRUKSI OALAM PENGERJAAN C.6 

47 AKUM ULASI PENYUSUT AN C.7 ., 
52 1 ".,ET LAINNYA D 

53 TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH D.1 

54 KEMITRAAN DENGAN FIHAK KETIGA o., 
55 Aku'n!Jasi Penyusutan A set Kemitraa1 denga, fihak kebga 

56 Nllal Buku Aset Kemitraan Dengan Fihak Ketiga 

57 ASET TIDAK BERWUJUO D.3 

58 Akunulasi AITIOf1isasi Asel Tidak Be!W4ud 

59 Nilai Buku Asel Tldak Berwuiud 
60 ASET LAIN-LAIN o., 
61 Akunulasi Pen)'U$ulan Asel Lein-Lain 

62 Nllai Buku Asel Laln-l.aln 
63 
64 JUMLAHASET 
65 .. KEWAJlBAN E 
87 
68 

IKue:;=AN P.ENDEK 
E.1 

89 E.1.1 
70 dlterimedlffll.M E.1.2 
71 
72 EKUITAS F 
73 
74 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

3.7.4 LAPORAN OPERASIONAL 
1. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh 

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang 
tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit­
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya 
disandingkan dengan periode sebelumnya. 

2. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai 
berikut: 
a. Pendapatan-LO; 
b. Beban; 
c. Surplus/Defisit dari Operasi; 
d. Kegiatan non operasional; 
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa; 
f. Pos Luar Biasa; 
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g. Surplus/defisit-10. 
3. Saldo Surplus/defisit-10 pada akhir periode pelaporan 

dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. 
4. Rincian lebih lanjut dari pendapatan-10, beban, surplus non 

operasional, defisit non operasional dan pos luar biasa yang 
terdapat dalam Laporan Operasional disajikan dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan. 

5. Contoh Format Laporan Operasional adalah sebagai berikut: 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 
LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl 
DAN 31 DESEMBER 20X0 
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3.7.5 LAPORAN ARUS KAS 

1. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan 
arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi 
perbendaharaan 

2. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan 
pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan 
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan 
transitoris. 

3. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran 
kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah 
selama satu peroide akuntansi. 
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4. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran . 
kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap 
serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. 

5. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan 
pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang 
jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang 
mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang 
jangka panjang dan utangjangka panjang. 

6. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran 
kas yang bukan termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan 
pendanaan. 

7. Contoh Format Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut: 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 
LAPORAN ARUS KAS 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 
TAHUN 20Xl DAN 20X0 

NO, URAIAN CATATAN TAHUN 20X1 (AUDITED) TAHUN Z0X0 (AUDITED) 

1 Arua Ka• dart AktlvltasOperasl A 

2 ArusKuMa9Jk: 
3 Penerlmaan Pajak Daerah 

4 Penerlmaan Retribusi Oaerah 
5 Penerlmaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Oaerah Yang 

dipisahkan 

6 Penerlmaan Lain-Lain Pendapatan AsU Daerah Yang Ssh 
7 Penerlmaan Dana Bagi Hasll Pajak 

8 Penerlmaan Dana e8a1 Hasll $umber Cava Alam 

9 Penerimaan Cana Alokasl t.mum 
10 Penerlmaan Dana Alokal Khusus 
11 Penerlmaan Cana Penyesuaian 

12 Penertmaan Pendapatan Bagi Hasil 
13 Penertmaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 
14 Pener\maan Pendapatan l-'lbah 
15 Penerimaan Lainnya 
16 Jumlah Arus Maaik Kas 
17 

18 Arus Ku Keluar: A.2 

19 Pembayaran Pegawai 
20 Pembayaran Barang 
21 Pembayaran Sunga 
22 Pembayaran Subsidi 

23 Pembayaran Hibah 

24 Pembayaran Bantuan Sosial 
25 Pembayaran Bantuan Keuangan 

26 Pembayaran Tak Terduga 

27 Pembayaran Bagi Hasll pajak 
28 Pembayaran Bagi Hasll retribusi 

29 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Laimya 
30 Jumlah Arus Keluar Kas 

31 

32 Arus Kas Berslh darl Aktlvltas Operas# 
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NO. URAIAN CATATAN TAHUN 20X1 (AUDITED) TAHUN 20X0 (AUIXTE)) 

33 

34 Arus Kas dari Aktlvltas lnve&tasl B 

35 
36 Arus Kas Masuk : B.1 

37 Pencairan Dana Cadangan 

38 , Pendapatan Penjualan atas Tanah 

39 , Pendapatan Penjualan alas Peralatan dan Masin 

40 Pendapatan Penjualan ates Gedung dan Bangunan 

41 Pendapatan Penjualan etas Jalan, Jaringan dan lrigasi 

42 Penjualan Asel Telep 
43 Penjualan Aset Lainnya 

44 Hasil Penjualm Kekayaan Daerah yang Oipisahkan 

45 Penerimaan Penjualan lnwstasi non Pennanen 

46 Penerimaan Kembali Dana Bergulir 

47 Jumlah Arus MaSllk Kas 

46 

49 Arus Kas Keluar: B2 

50 Pembentukan Dana Cadangan 

51 Perolehan Tanah 

52 Perolehan Peralatan dan Mesin 

53 Perolehan Gedung dan Bangunan 

54 Perolehan Jalan, lrigasi den Jaringan 

55 Perolehan Aset Telep Lalnnya 

56 Perolehan Aset Lainnya 

57 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

56 Pengeluaran Pembelian lm.estasi Non Permanen 

59 Jumlah Arus Keluar Kas 

60 

61 Arus Kas &nlh darl Aktlvllas lnvestasl 

62 Arus Kasdart Aktlvltaa Pendanaan C 

63 Arus Kas Masuk : C.1 

73 Penerimaan Kembali Dana ~ ..... ulir 

74 Jumlah Arus Masuk Kas 

75 

76 Arus Kas Keluar: C.2 

86 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

87 Jumlah Arus Keluar Kas 

86 
89 Arus Kas Bersih darl Aktivltas Pendanaan 

90 

91 Arus Kas Berslh dari Aktlvltas Transltorls 0 

92 Arus Kas Masuk : 0.1 

93 Penelimaan Perhitungan Fihak Ketlga (PFK) 

94 Jumlah Arus Masuk Kas 

95 

96 Arus Kas Keluar: 0.2 

97 Pengeluaran Perhitunnan Fihak Ketiga (PFK) 

98 Jumlah Arus Keluar Kas 

99 

100 Arus Kas Bersih darl Aktlvltas Transitoris 

101 

102 Kenalkan/Penurunan Kas E 

103 

104 SALOO AWAL KA$ F 

105 Kas di BUO/Kas Daerah 

106 Kas di Bendahara Penneluaran (UYHD) 

107 Kas Lainnya 

108 Kas di Bendahara Penerimaan 

109 Kas di BLUO RSUO 

110 Kas di BLUO PUSKESMAS 

111 Kas di Bendahara Sekolah (Bos Regular) 

112 Kas di Bendahara Penaeluaran (Kewajiban Pajak) 

113 SALOO AKHIR KAS G 

114 Kas di BUO/Kas Daerah 
115 Kas di Kasda In Transit di Rek PMO (CP BTT dari Cesa) 

116 · Kas Lainnya 

117 Kas di Bendahara Pengeluaran 

118 Kas di Bendahara Penerimaan 

119 Kas di BLUD RSUD 

120 Kas di BLUD Puskesmas 

121 Kas di Bendahara Sekolah (Bos Reguler) 

122 Kas di Bendahera Pengelueran (Kewajiban Pajak) 
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3.7.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

1. Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan 
Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: 
a. Surplus/defisit LO; 
b. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta yang diakui secara 

langsung dalam ekuitas; 
c. Dampak kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan 

koreksi kesalahan 
2. Rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam 

Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. 

3. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai 
berikut: 

PF:MERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 
20Xl DAN 31 DESEMBER 20X0 

NO URAIAN · ·- ·;· . CATATAN 20X1 (AUDITED)· 20X0'(AUDITED) 
1 EKUITAS AWAL A 
2 SURPLUS/OEFISIT LO B 
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN MENDASAR : C 
4 NILAI PENYISIHAN PIUTANG PAJAK 
5 NILAI PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI 

6 
KOREKSIATAS PERHJT\JNGAN INVESTASI 
METODE EKUrTAS 

7 KOREKSI PERSEDL'IAN 
8 KOREKSI ASET TE TAP 
9 LAIN-LAIN 
10 EKUITAS AKHIR D 

3.7.7 CATATAN ATA& LAPORAN KEUANGAN 
1. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. 

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 
Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas harus 
mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

2. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar 
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan 
Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh 
Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan­
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 
wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan 
komitmen-komitmen lainnya. 

3. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas 
Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 
a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi; 
b. lnformasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi 

makro; 
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c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 
pencapaian target; 

d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan 
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting 
lainnya; 

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan 
pada lembar muka laporan keuangan; 

f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar 
muka laporan keuangan; dan 

g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan 
keuangan. 

4. Contoh susunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai 
berikut: 

I 

II 

III 

IV 

V 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan 

Keuangan 
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN 
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APED 
2.1 Ekonomi Makro 
2.2 KebijakanKeuangan 
2.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal 
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 
3.1 Analisa Rasia Keuangan Pemerintah Daerah 
3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan 
3.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target 

yang Telah Ditetapkan 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 
4.1 Entitas Pelaporan 
4.2 Ba~is Akuntansi yang Mendasari Penyusunan 

LaporanKeuangan 
4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam 

Penyusunan Laporan Keuangan 
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan 

Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi 
Pemerintahan 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 
a. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran 
b. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih 
C. Penjelasan atas Neraca 
d. Penjelasan atas Laporan Operasional 
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e. Penjelasan atas Laporan Arus Kas 
f. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas 

VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 

VII PENUTUP 

BAB IV 
KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN 

Kebijakan akuntansi akun menjelaskan hal-hal terkait dengan 
definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun­
akun yang ada pada lembaran muka laporan keuangan. Kebijakan 
akuntansi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan 
implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di 
dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pemyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi 
(accountancy treatment) atas transaksi yang terjadi. 

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Kebijakan Akuntansi Aset; 
2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; 
3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas; 
4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA; 
5. Kebijakan Akuntansi Belanja; 
6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; 
7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO; 
8. Kebijakan Akuntansi Behan; 
9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak 
Dilanjutkan; 

10. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan 

Penjelasan mengenai masing-masing kebijakan akuntansi akun 
adalah sebagai berikut: 

4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 

4.1.1 UMUM 
1. Tujuan 

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur 
perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi 
penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. 

2. Definisi 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan 
akuntansi aset ini dengan pengertian: 
a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa 
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di 
masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah 



- 33 -

daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 
uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan 
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber­
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan 
budaya. 

b. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk 
dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual 
dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 

c. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka 
pendek, piutang, dan persediaan. 

d. Aset Non Lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan 
dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat 
jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan 
secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan 
pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. 

e. Aset Non Lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, 
dana cadangan, dan aset lainnya. 

4.1.2 KAS DAN SETARA KAS 
1. Definisi Kas dan Setara Kas 

1. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di 
bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai 
kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek 
yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta 
bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 

2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang 
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemerintahan. 

3. Kas terdiri dari: 
a. Kas di Kas Daerah; 
b. Kas di Bendahara Penerimaan; 
c. Kas di Bendahara Pengeluaran; 
d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 
e. Kas di Dana BOS; 
f. Kas di Dana BOK; 
g. Kas Dana Kapitasi pada FKTP Non BLUD; dan 
h. Kas Lainnya. 

4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid 
yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko 
perubahan nilai yang signifikan. 

5. Setara Kas terdiri dari: 
a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 

(tiga) bulan; 
b. Investasi jangka pendek Jainnya yang sangat likuid atau 

kurang dari 3 (tiga) bulan. 

2. Pengakuan Kas dan Setara Kas 
1 Secara umum pengakuan aset dilakukan: 

a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh 
oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya 
yang dapat diukur dengan andal. 

b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. 
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2 Atas dasar angka 1 huruf b tersebut, dapat dikatakan bahwa 
kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas 
diterima dan/ atau dikeluarkan/ dibayarkan. 

3. Pengukuran Kas dan Setara Kas 
Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. 
Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila 
terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi 
rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal 
neraca. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas 
Hal-ha! yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan 
pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara 
lain: 
a. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; 
b. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum 

daerah namun merupakan kas transitoris yang belum 
disetorkan ke pihak yang berkepentingan. 

4.1.3 INVESTASI JANGKA PENDEK 
A. Definisi Investasi Jangka Pendek 

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau 
manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

2. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera 
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka 
manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual 
investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko 
rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) 
bulan. 

B. Pengakuan Investasi Jangka Pendek 
1. Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat 

diakui ap«bila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial 

di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka 
pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. 
Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian 
mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa 
potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang 
tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. 

b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek 
dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya 
transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung 
dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya 
perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan. 

2. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang 
investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan 
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hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, 
maupun karena peraturan pemerintah daerah. 

3. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, 
antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan 
deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh 
sebagai pendapatan. 

C. Pengukuran Investasi Jangka Pendek 
1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang 

dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat 
dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk 
investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat 
dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar 
lainnya. 

2. Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga: 

l) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka 
investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan 
harga transaksi investasi ditambah komisi perantara 
jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul 
dalam rangka perolehan tersebut. 

2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka 
investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan 
nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu 
sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai 
wajar, maka investasi jangka pendek dicatat 
berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk 
memperoleh investasi tersebut. 

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur 
dan dicatat sebesar nilai nominalnya. 

D. Penyajian dan Pengungkapan lnvestasi Jangka Pendek 
1. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari aset 

lancar. 
2. Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal­
hal sebagai berikut: 
a. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka 

pendek yang dimiliki pemerintah daerah; 
b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah; 
c. Perubahan nilai pasar investasijangka pendek Oika ada); 
d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan 

dan penyebab penurunan tersebut; 
e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi 

investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset 
tetap, aset lain-lain dan sebaliknya Oika ada). 
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4.1.4 PIUTANG 
A. Definisi Piutang 

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang 
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau 
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
atau akibat lainnya yang sah. 

2. Piutang pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu 
piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang 
jangka pendek merupakan kelompok aset Jancar sedangkan 
piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non 
Jancar. 

3. Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima 
oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang 
diharapkan pengembaliannya diterima oleh pemerintah 
daerah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan 
setelah tanggal pelaporan. 

4. Peristiwa yang menimbulkan piutang adalah: 
a. Pungutan Pendapatan Asli Daerah; 
b. Perikatan; 
c. Kerugian Daerah. 
5. Piutang terdiri dari: 
a. Piutang Pajak Daerah; 
b. Piutang Retribusi Daerah; 
c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan; 
d. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah; 
e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat; 
f. Piutang Transfer Antar Daerah; 
g. Piutang Lainnya. 

6. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang 
yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya 
dimasa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi 
dan/atau entitas Jain. 

7. Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih 
piutang yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk 
mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali 
dilakukan perhitungan ni!ai penyisihan piutang. Nilai bersih 
piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang 
dikurangi dengan penyisihan piutang (penyisihan piutang 
bukan merupakan penghapusan piutang). 

8. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat 
akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode. 

9. Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo 
sampai dengan tanggal pelaporan. 

B. Pengakuan Piutang 
1. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan 

telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan 
tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah. 
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2. Piutang Pajak diakui pada saat hak daerah untuk menagih 
timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 
Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar (SKPDKB) dan/ atau Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau yang dipersamakan, 
namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas 
tagihan tersebut. Dalam hal pajak daerah bersifat self 
assessment, piutang pajak daerah diakui berdasarkan Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak. 

3. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah 
memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya 
namun belum diterima pembayarannya, misalnya Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai piutang atas 
sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir 
periode pelaporan. 

4. Pengakuan piutang pemberian pinjaman dilakukan pada saat 
terjadi realisasi pengeluaran uang dari rekening kas daerah, 
dan piutang tersebut berkurang apabila ada penerimaan di 
rekening kas daerah sehubungan dengan adanya penerimaan 
angsuran pokok pinjaman atau pelunasan. Apabila dalam 
naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan 
denda maka setiap tanggal pelaporan keuangan, diakui 
adanya piutang bunga atau denda sebesar bunga untuk 
periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 
pelaporan keuangan. Penerimaan pendapatan bunga dan 
denda lainnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, 
dicatat sebagai pendapatan. 

5. Apabila terdapat penjualan secara cicilan atau angsuran maka 
sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan 
angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Piutang Kemitraan pemerintah daerah timbul jika terdapat 
hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai 
dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilunasi oleh mitra 
kerja samanya. 

7. Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat 
dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau 
melalui pengadilan. Penyelesaian dengan cara damai harus 
didukung dengan SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen 
lain yang dipersamakan, yang menunjukkan pengakuan 
bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang 
dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila 
penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah tersebut 
dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang 
baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan. Piutang 
tuntutan ganti kerugian daerah disajikan di neraca untuk 
jumlah yang akan diterima lebih dari 12 (dua belas) bulan 
mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset 
lancar untukjumlah yang akan diterima dalam waktu 12 (dua 
belas) bulan mendatang. 

8. Piutang Transfer Pemerintah Pusat diakui berdasarkan alokasi 
definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen 
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penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar 
hak daerah yang belum dibayarkan. 

9. Piutang Transfer Antar Daerah diakui berdasarkan alokasi 
definitif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang 
memberikan transfer. 

C. Pengukuran Piutang 
1. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang 

belum dilunasi. 
2. Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan 

perundang-undangan, dicatat sebagai berikut: 
a. Untuk metode official assessment piutang dicatat sebesar 

nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan 
sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan 
keberatan, putusan pengadilan, putusan pemnJauan 
kembali, surat penetapan dan/ atau surat tagihan, dan hak 
negara untuk melakukan tindakan penagihan. 

b. Untuk self assessment dicatat sebesar pendapatan yang 
akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya 
dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang 
yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran 
berkala. 

3. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah 
sebagai berikut: 
a. Pemberian pinjaman 

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang 
dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabita berupa 
barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal 
pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam 
naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban 
bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya 
pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan 
harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee 
dan/ atau biaya lainnya pada periode berjalan yang 
terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. 

b. Penjualan 
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah 
perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada 
akhir periode pelaporan. Apabita dalam perjanjian 
dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai 
piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. 

c. Kemitraan 
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan­
ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian 
kemitraan. 

d. Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga 
Peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum 
dalam putusan tersebut. 

e. Piutang berdasarkan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SK 
Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen lain yang 
dipersamakan. 
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4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat diukur sebesar nilai yang 
belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan 
ketentuan transfer yang berlaku. 

5. Piutang Transfer Antar Daerah dihitung berdasarkan hasil 
realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi 
hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. 

D. Penyisihan Piutang 
1. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya 

sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net 
realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan 
nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang 
(sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih 
perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. 

2. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net 
realizable value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang 
dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh 
tempo piutang dan upaya penagihan. 

3. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai 
beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang 
yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban 
penyisihan piutang. 

4. Perhitungan umur tunggakan piutang yang digunakan 
sebagai dasar perhitungan penyisihan piutang dilakukan 
sejak jatuh tempo piutang yang bersangkutan. 

5. Kebijakan akuntansi atas penyisihan piutang pajak daerah 
yang diperkirakan tidak tertagih adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah 

Umur Kategori % 
1'unggakan Piutang Penyisihan 

No Piutang Pajak Pajak Piutang 
Daerah Daerah Pajak 

Daerah 

1 0 s.d 12 Bln Lancar 5% 

2 > 12 Bln s.d 36 Bln Kurang Lancar 10% 

3 >36 Bln s.d 60 Bln Diragukan 50% 

4 >60 Bln Macet 100% 

6. Kebijakan akuntansi atas penyisihan piutang retribusi 
daerah yang diperkirakan tidak tertagih adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 2. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 

Umur Kategori % 

No Tunggakan Piutang Penyisihan 
Piutang Retribusi Piutang 

Retribusi Daerah Retribusi 
1 0 s.d 12 Bln Lancar 5% 
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2 >12 Bln s.d 24 Bln Kurang Lancar 10% 

3 >24 Bln s.d 36 Bln Diragukan 50% 

4 >36 Bln Macet 100% 

7. Kebijakan akuntansi atas penyisihan piutang tuntutan ganti 
kerugian daerah yang diperkirakan tidak tertagih adalah 
sebagai berikut: 

No 

1 

2 

3 

4 

Tabel 3. Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti 
Kerugian Daerah 

Umur Kategori % 
Tunggakan Piutang Penyisihan 

Piutang TGRD TGRD Piutang 
TGRD 

0 s.d 6 Bln Lancar 5% 

>6 Bln s.d 12 Bln Kurang Lancar 10% 

> 12 Bln s.d 24 Bln Diragukan 50% 

>24 Bln Macet 100% 

8. Kebijakan akuntansi atas penyisihan piutang karena 
perikatan perjanjian yang diperkirakan tidak tertagih adalah 
sebagai berikut: 

Tabel 4. Penyisihan Piutang Perikatan Perjanjian 

Umur Kategori % 
Tunggakan Piutang Penyisihan 

No Piutang Perikatan Piutang 
Perikatan · Perjanjian Perikatan 
Perjanjian Perjanjian 

1 0 s.d 3 Bln Lancar 5% 

2 >3 Bln s.d 6 Bin Kurang Lancar 10% 

3 >6 Bln s.d 12 Bin Diragukan 50% 

4 >12 Bin Macet 100% 

9. Penyisihan terhadap piutang RSUD diatur dalam peraturan 
tersendiri. 

10. Terhadap piutang transfer, baik tranfer pemerintah pusat 
maupun transfer antar daerah tidak dilakukan penyisihan. 

E. Penyajian Piutang 
1. Piutang disajikan pada Neraca. 
2. Dalam penyajian neraca untuk piutang dapat dibedakan 

bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang 
yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) 
setelah tanggal neraca dikelompokan dalam aset lancar, 
sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua 
belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokan pada aset 
non lancar yaitu pada kelompok aset lain- lain. 
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3. Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti 
penghapusan piutang, penanaman modal negara, debt swap 
dicatat pada aset lain-lain. 

4. Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan 
reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar 
karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. 

5. Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang 
dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan 
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata 
uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank 
Indonesia pada tanggal transaksi. 

4.1.5 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 
A. Definisi Behan Dihayar di Muka 

Beban dibayar dimuka dimaksudkan sebagai biaya yang telah 
terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas pemerintah daerah 
yang akan datang, misalnya: premi asuransi. 

B. Pengakuan Behan Dihayar di Muka 
Pada saat transaksi, pembayaran dimuka atas suatu beban 
dicatat seluruhnya sebagai beban. Dan pada akhir periode 
dilakukan jurnal penyesuaian atas pembayaran yang belum 
menjadi beban periode berjalan. Pembayaran yang belum menjadi 
beban periode berjalan tersebut diakui sebagai beban dibayar 
dimuka. 

4.1.6 PERSEDIAAN 
A. Definisi Persediaan 

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 
operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang 
dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. 

2. Persediaan merupakan aset yang berwujud: 
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan 

dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah; 
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 

proses produksi; 
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk 

dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan 

kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 
3. Kartu pembayaran elektronik yang dikeluarkan oleh bank 

untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya bisa 
digunakan untuk pembelian BBM, sehingga nilai yang tersisa 
dalam kartu tersebut diakui sebagai persediaan BBM pada 
akhir periode pelaporan. 
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B. Pengakuan Persediaan 
1. Persediaan diakui pada saat: 

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh 
pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang 
dapat diukur dengan andal; 

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. 

2. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan 
dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname). 

C. Pengukuran Persediaan 
1. Persediaan disajikan sebesar: 

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya 
perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya 
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang 
secara langsung dapat dibebankan pada perolehan 
persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang 
serupa mengurangi biaya perolehan; 

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi 
sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya 
langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi 
dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara 
sistematis; 

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 
donasi. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar 
aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang 
memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar 
(arm length transaction). 

2. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal dinilai sebesar 
biaya perolehan/ pembuatan. 

3. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan 
dinilai dengan menggunakan nilai wajar. 

4. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan: 
a. Metode Perpetual 

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada 
persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah 
persediaan selalu ter-update. Digunakan untuk mencatat 
jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama 
SKPD dan sifatnya continues serta membutuhkan kontrol 
yang besar, seperti obat-obatan di RSUD dan Dinas 
Kesehatan dan asbuton dan sejenisnya pada Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. 

b. Metode Periodik 
Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, 
maka pengukuran persediaan pada saat periode 
penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan 
hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan 
terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. 
Digunakan untuk mencatat persediaan yang 
penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis 
Kantor (ATK). 
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5. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (First In First 
Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali 
dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/ dijual 
pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai 
dari harga pembelian terakhir. 

6. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang 
dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai 
sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan 
sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. 

7. Persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional 
pemerintah daerah dalam bentuk kartu pembayaran 
elektronik dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam 
kartu. 

D. Beban Persediaan 
1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use 

of goods); 
2. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka 

penyajian Laporan Operasional; 
3. Dalam ha! persediaan dicatat secara perpetual, maka 

pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan 
catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit 
sesuai metode FIFO (First In First Out); 

4. Dalam ha! persediaan dicatat secara periodik, maka 
pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan 
inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan 
ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi 
saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode 
FIFO (First In First Out). 

E. Pengungkapan Persediaan 
Laporan keuangan mengungkapkan: 
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran 

persediaan; 
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau 

perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, 
barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses 
produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan 
kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses 
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan 
kepada masyarakat; dan 

3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau 
usang. 

4.1. 7 ASET LANCAR UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 
A. Definisi Aset Lancar Untuk Dikonsolidasikan 

Aset Lancar untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat 
karena adanya hubungan timbal balik antar entitas akuntansi 
dan entitas pelaporan. 
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B. Pengakuan Aset Lancar untuk Dikonsolidasikan 
Aset Lancar untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi 
transaksi antar entitas akuntansi maupun entitas akuntansi 
dengan entitas pelaporan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten 
Sumbawa. 

C. Pengukuran Aset Lancar untuk Dikonsolidasikan 
Pengukuran aset lancar untuk dikonsolidasikan berdasarkan 
nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan 
mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk 
dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan 
laporan kons0lidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. 

D. Pengungkapan Aset Lancar untuk Dikonsolidasikan 
Aset lancar untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca 
dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada 
entitas akuntansi. Pada laporan konsolidasi akun ini akan 
tereliminasi. 

4.1.8 INVESTASI JANGKA PANJANG 
A. Definisi Investasi Jangka Panjang 

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 
manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau 
manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

2. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan 
untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

3. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman 
investasinya dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen; 
b. Invstasi Jangka Panjang Permanen. 

4. Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi 
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak 
berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik 
kembali. 

5. Investasi non permanen dapat berupa: 
a. Pembelian obligasi atau Surat Utang Negara yang jatuh 

temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat 

dialihkan kepada pihak ketiga; 
c. Modal kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok 

masyarakat atau biasa disebut dengan dana bergulir; 
d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak 

dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara 
berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang 
dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan 
perekonomian. 

6. Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi 
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara 
berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan 
atau ditarik kembali. 
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7. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk 
diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/ atau 
pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/ atau 
menjaga hubungan kelembagaan. 

8. Investasi permanen dapat berupa: 
a. Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah 

dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. 
Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga 
(saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat 
berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk 
saham pada perusahaan yang bukan perseroan; 

b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah untuk menghasilkan pendapatan a tau 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi 
permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak 
bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi 
jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan 
penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat 
dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam 
properti yang tidak tercakup dalam pemyataan ini. 

B. Pengakuan Investasi Jangka Panjang 
1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai 

investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu 
kriteria: 
a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di 

masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat 
diperoleh pemerintah daerah; 

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur 
secara memadai (reliable), biasanya didasarkan pada bukti 
transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya 
perolehannya. 

2. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang 
diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan. 

3. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari 
penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya 
menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil 
investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, 
bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh 
pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi 
dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen 
dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah 
pendapatan hasil investasi pemerintah daerah, namun 
menambah nilai investasi pemerintah daerah. 

C. Pengukuran Investasi Jangka Panjang 
1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang 

dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang 
demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai 
wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki nilai 
pasar yang aktif dapat menggunakan nilai nominal, nilat 
tercatat, atau nilai wajar lainnya. 



- 46 -

2. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya 
penyertaan modal pemerintah daerah dicatat sebesar biaya 
perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah 
biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi 
berkenaan. 

3. Investasi jangka panjang non permanen: 
a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk 

pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan 
tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur 
sebesar nilai perolehannya. 

b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan 
untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya 
dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan 
dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. 

c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk 
penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan 
pemerintah daerah diukur dan dicatat sebesar biaya 
pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk 
perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam 
rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke 
pihak ketiga. 

4. Dalam ha! investasi jangka panjang diperoleh dengan 
pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur 
dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar 
investasi tersebutjika harga perolehannya tidak ada. 

D. Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang 
1. Penilaian investasi jangka panjang pemerintah daerah 

dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut: 
a. Metode biaya 

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai 
sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut 
diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak 
mempengaruhi besarnya investasi pada badan 
usaha/badan hukum yang terkait. 

b. Metode ekuitas 
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi 
pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan 
investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau 
rugi scbesar persentase kepemilikan pemerintah daerah 
setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima 
pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima 
dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi 
pemerintah daerah. 
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk 
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, 
misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh 
valuta asing serta revaluasi aset tetap.contoh: 

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasi 
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan 
terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual 
dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih 
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yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah 
dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi 
dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima 
kembali. 

2. Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria 
sebagai berikut: 
a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya; 
b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang 

dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan 
menggunakan metode ekuitas; 

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; 
d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode 

nilai bersih yang direalisasikan. 
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase 

kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang 
menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, 
tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the 
degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan 
investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada 
perusahaan investee, antara lain: 
a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; 
b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; 
c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan 

direksi perusahaan (investee); 
d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam 

rapat/pertemuan dewan direksi. 
4. Dalam ha! peneraparan metode ekuitas untuk kepemilikan 

investasi dalam bentuk saham, dimungkinkan bersaldo minus 
(negatif) karena perusahaan daerah terus menerus mengalami 
kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga 
nilai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus 
diakui oleh pemerintah daerah sepanjang dapat diyakini 
menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/ atau 
pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab konstruktif 
dan kewajiban hukum (incurred legal/ constructive obligation) 
terhadap perusahaan negara/daerah tersebut. 

5. Apabila pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab 
konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan 
negara/daerah tersebut, maka investasi bersaldo minus 
disajikan sebesar nihil pada neraca. 

E. Pelepasan dan Pemindahan Investasi 
1. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena 

penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah 
daerah dan lain sebagainya; 

2. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui 
sebagai penerimaan pembiayaan; 

3. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki 
pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata­
rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai 
investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah; 
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4. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi 
permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset 
lain-lain dan sebaliknya. 

F. Pengungkapan 
Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non 

permanen; 
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun 

investasi jangka panjang; 
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab 

penuruna:i tersebut; 
5. Jnvestasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan 

penerapannya; 
6. Perubahan pos investasi. 

4.1.8.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir 
A. Definisi Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana 

Bergulir 
1. Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan 

untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh 
Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran 
yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat 
dan tujuan lainnya. 

2. Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai 
berikut: 
a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan 

daerah; 
b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau 

laporan keuangan; 
c. Dana tersebut harus 

dikendalikan oleh 
Pengguna Anggaran; 

dikuasai, dimiliki, dan atau 
Pengguna Anggaran/Kuasa 

d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan 
kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat 
dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana 
disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok 
masyarakat demikian seterusnya (bergulir); 

e. Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana 
bergulir dengan pertimbangan tertentu. 

3. Mekanisme penyaluran dana bergulir dilakukan melalui 
bank yang bertindak sebagai chanelling agency sesuai 
perjanjian yang dilakukan antara pemerintah dengan 
bank tersebut. Bank berfungsi sebagai chanelling 
agency artinya bank tersebut hanya menyalurkan dan 
bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak 
mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana 
bergulir. 
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B. Pengakuan lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen 
Dana Bergulir 
Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran 
pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran 
pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang 
dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut. 

C. Pengu'kuran lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen 
Dana Bergulir 
Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir pada 
saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga 
perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang 
dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi 
secara periodik, pemerintah daerah melakukan 
penyesuaian terhadap dana bergulir. 

D. Penyajian lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen 
Dana Bergulir 
1. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran 

pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran 
pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang 
dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir; 

2. Dana Bergulir disajikan di neraca sebagai investasi 
jangka panjang-investasi non permanen-dana bergulir; 

3. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai 
yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan 
mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan 
tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga 
perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang 
berasal dari pendapatan dana bergulir; 

4. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir 
tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan 
penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku; 

5. Dalam hal kepala daerah belum menetapkan keputusan 
yang berkaitan dengan sistem dan prosedur 
penghapusan piutang atas dana bergulir, maka 
pelaksanaan penghapusan atas piutang dana bergulir 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

E. Penyajian Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasi (NRV) 
lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir 
1. Agar dalam penyajian nilai yang tercatat di neraca dapat 

menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan 
(net realizable value) maka . harus dilakukan 
penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan 
dana bergulir. Penatausahaan dan penyajian selayaknya 
akun piutang perlu diterapkan dengan 
mengelompokkan umur dana bergulir sesuai dengan 
jatuh temponya (aging schedule) untuk menentukan 
nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir; 
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2. Kebijakan akuntansi atas penetapan aging schedule, 
kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase 
penyisihan dana bergulir diragukan tertagih adalah 
sebagai berikut: 

Tabet 5. Penyisihan lnvestasi Jangka Panjang 
Non Permanen Dana Bergulir 

No Umur Kategori % Penyisihan 
Tunggakan Dana Dana Bergulir 

Dana Bergulir Diragukan 
Bergulir Tertagih 

1 0 s.d 1 Tahun Lancar 5% 

2 > 1 Tahun s.d 3 Kurang 
10% 

Tahun Lancar 
3 >3 Tahun s.d 5 Diragukan 50% 

Tahun 
4 >5 Tahun Macet 100% 

F. Pengungkapan lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen 
Dana Bergulir dalam CaLK 
Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir 
sebagai pengeluaran peinbiayaan di Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di neraca, 
perlu diungkapkan informasi Jain dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: 
a. Dasar penilaian dana bergulir; 
b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan 

penyebabnya; 
c. Besarnya suku bunga yang dikenakan; 
d. Saldo Awai Dana Bergulir, penambahan/pengurangan 

dana bergulir, dan saldo akhir dana bergulir; 
e. lnfo!"masi tentang jatuh tempo dana bergulir 

berdasarkan umur dana bergulir; dan informasi Jain 
yang perlu diungkapkan. 

4.1.9 ASET TETAP 
A. Definisi Aset Tetap 

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan 
dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh 
masyarakat umum. 

2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang 
dibayarkan atau nilai wajar imbalan Jain yang diberikan 
untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau 
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan 
tempat yang siap untuk dipergunakan. 

3. Masa manfaat adalah: 
a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas 

pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau 
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b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan 
diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan 
dan/atau pemerintahan publik. 

4. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat 
diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah 
dikurangi taksiran biaya pelepasan. 

5. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset tetap, 
yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah 
dikurangi akumulasi penyusutan. 

6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian 
kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan 
untuk melakukan transaksi wajar. 

7. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu 
aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) 
selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. 

8. Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang 
mengurangi nilai dari aset tetap. 

9. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus 
dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran­
pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari 
suatu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. 

10. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap 
semua belanja untuk memperoleh aset tetap hingga siap 
pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau 
memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah 
nilai-nilai aset tersebut. 

11. Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset 
tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan 
imbalan. 

12. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan 
agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan 
baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan 
berhasil guna. 

13. Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan 
kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. 
Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang 
memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang 
dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu 
produksi, atau peningkatan standar kinerja. 

14. Perbaikan adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang 
merupakan kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa 
rehabilitasi ringan dan restorasi namun tidak meningkatkan 
umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu 
produksi, sehingga tidak menambah nilai aset tetap. 

15. Renovasi adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang berupa 
penggantian aset tetap dengan maksud meningkatkan 
umur/masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar 
kinerja sehingga menambah nilai aset. 

B. Pengakuan Aset Tetap 
1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat 

ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat 
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diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset 
tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Berwujud; 
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan; 
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal 

entitas; 
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk 

digunakan; dan 
f. · Nilai Rupiah pembelian barang tersebut memenuhi 

batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah 
ditetapkan. 

2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap semua kriteria dalam 
angka 1 (satu) harus dipenuhi. 

3. Pengadaan aset tetap pada angka 1 (satu) dianggarkan 
dalam belanja modal. 

4. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus 
menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan 
oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak 
langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat 
tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan 
belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan 
mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas 
tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko 
terkait. Sebelum ha! ini terjadi, perolehan aset tidak dapat 
diakui. 

5. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk 
digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan 
operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau 
diserahkan kepada pihak lain. 

6. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila 
terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak 
kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya 
sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. 
Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti 
secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses 
administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang 
masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan 
sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset 
tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa 
penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, 
misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas 
sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 

7. Aset tetap yang diperoleh dari belanja yang bersumber dari 
dana yang diterima SKPD dan langsung digunakan tanpa 
melalui penyetoran ke BUD, diakui pada saat pengesahan 
belanja oleh BUD. 

C. Pengukuran Aset Tetap 
1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian 

aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak 
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memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai 
wajar pada saat perolehan. 

2. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan 
merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan 
tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali 
yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk 
periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan 
awal. 

3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat 
transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap 
yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu 
aset yang dikonstruksi/ dibangun sendiri, suatu pengukuran 
yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari 
transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk 
perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya Jain yang 
digunakan dalam proses konstruksi. 

4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara 
swakelola meliputi biaya Jangsung untuk tenaga kerja, 
bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya 
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, 
sewa peralatan, dan semua biaya Jainnya yang terjadi 
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

5. Komponen biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari 
harga belinya atau konstruksinya, termasuk pajak, bea 
impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara 
Jangsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang 
membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan 
yang dimaksudkan. 

6. Aset tetap yang diperoleh dari belanja yang bersumber dari 
dana yang diterima SKPD dan langsung digunakan tanpa 
melalui penyetoran ke BUD, diakui pada saat pengesahan 
belanja oleh BUD. 

D. Klasifikasi Aset Tetap 
1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam 

sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. 
Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: 
a. Tanah; 
b. Peralatan dan Mesin; 
c. Gedung dan Bangunan; 
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan; 
e. Aset Tetap Lainnya; 
f. Konstruksi dalam Pengerjaan. 

2. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah 
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap 
dipakai. 

3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan 
bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 
dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi 
siap dipakai. 



- 54 -

4. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan 
bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan 
lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih 
dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

5. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan 
jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki 
dan/ atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap 
dipakai. 

6. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang 
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang 
sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal 
laporan keuangan belum selesai seluruhnya. 

8. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan 
operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap 
dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 
tercatatnya. 

4.1.9.1 Aset Tetap -Tanah 
A. Definisi Tanah 

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

B. Pengakuan Tanah 
1. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti 

kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya 
Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), 
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat 
Hak Pengelolaan (SHPL). 

2. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang 
sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh 
pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat 
dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca 
pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

3. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun 
dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak Jain, maka 
tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai 
aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta 
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau 
digunakan oleh pihak lain. 

4. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, 
namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh entitas 
pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan 
disajikan pada neraca entitas pemerintah yang 
mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan 
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
Entitas pemerintah yang menguasai dan/ atau 
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menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah 
_ tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 
5. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau 

proses pengadilan: 
a. Dalam ha! belum ada bukti kepemilikan tanah yang 

sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan 
oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus 
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada 
neraca pemerintah, serta diungkapkan secara 
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

b. Dalam ha! pemerintah belum mempunyai bukti 
kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai 
dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah 
tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap 
tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan 
secara memadai dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

c. Dalam ha! bukti kepemilikan tanah ganda, namun 
tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh 
pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat 
dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca 
pemerintah, serta diungkapkan secara memadai 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

6. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran 
aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah 
melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset 
tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada 
neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan 
Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian 
diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui 
hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada 
neraca, dan sebagai Pendapatan-LO. Perolehan tanah 
melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap­
tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca. 

7. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan 
kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai 
satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk 
aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya 
seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah. 

C. Pengukuran Tanah 
1. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. 

Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya 
pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam 
rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan 
sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, 
dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah 
tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai 
bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli 
tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan 
untuk dimusnahkan. 
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2. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh 
panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga 
perolehan tanah adalah honor panitia 
pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan 
dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. 

3. Tidak seperti institusi non pemerintah, pemerintah tidak 
dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan 
dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak 
pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya 
yang dimungkinkan oleh peraturan perundang­
undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah 
perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak 
memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas 
tanah tersebut. 

4. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti 
kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik 
menjadi sertifikat hak pengelolaan, dikapitalisasi 
sebagai biaya perolehan tanah. 

5. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, 
seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak 
dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. 

6. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan 
biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat 
tanah tersebut diperoleh. 

7. Aset tetap tanah tidak disusutkan. 

D. Penyajian clan Pengungkapan Tanah 
1. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap 

sebi-sar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat 
tanah diperoleh. 

2. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
diungkapkan pula rekonsiliasi nilai tercatat tanah pada 
awal dan akhir periode yang menunjukkan: 
a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran 

aset, reklasifikasi, dan lainnya); 
b. Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi 

dengan total belanja modal untuk tanah; 
c. Pengurangan (penjualan, hibah/ donasi, pertukaran 

aset, reklasifikasi, dan lainnya); 
d. Perubahan nilai, jika ada. 

4.1.9.2 Aset Tetap - Peralatan dan Mesin 
A. Definisi Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan 
kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan 
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa 
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam 
kondisi siap pakai. 

B. Pengakuan Peralatan dan Mesin 
1. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan 

apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah 
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berpindah, dalam ha! ini misalnya ditandai 
berita acara serah terima pekerjaan, dan 
kendaraan bermotor dilengkapi dengan 
kepemilikan kendaraan. 

dengan 
untuk 
bukti 

2. Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui 
pembelian, pembangunan, tukar menukar, 
hibah/ donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian 
dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau 
angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat 
dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan 
melalui kontrak konstruksi. 

3. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai 
diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, 
dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam 
rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, 
perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan 
pembangunan diakui sebagai belanja modal. Perolehan 
peralatan dan mesin melalui hi bah/ donasi diakui 
sebagai penambah nilai peralatan dan mesin pada 
neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan peralatan 
dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai 
penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai 
penambah kewajiban pada neraca. 

4. Pengakuan peralatan dan mesin harus memperhatikan 
kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan 
minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan 
per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai 
satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas 
mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin 
sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak 
menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun 
demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan 
peralatan dan mesin tersebut dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. 

C. Pengukuran Peralatan dan Mesin 
1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila 

penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya 
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap 
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 

2. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan 
jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk 
memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap 
pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, 
biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya 
langsung lainnya untuk memperoleh dan 
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut 
siap digunakan. 

D. Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin 
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap 
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. 
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Penyusutan atas peralatan dan mesin pada suatu periode 
disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan 
Operasional. 
Selain itu,. dalam Cata tan atas Laporan Keuangan 
diungkapkan pula rekonsiliasi nilai tercatat peralatan dan 
mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: 
a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi 

dari konstruksi dalam pengerjaan, pertukaran aset, dan 
lainnya); 

b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan 
direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk 
peralatan dan mesin; 

c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran 
aset, dan lainnya); 

d. Perubahan nilai, jika ada. 

4.1.9.3 Aset Tetap - Gedung dan Bangunan 
A. Definisi Gedung dan Bangunan 

1. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan 
bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 
dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam 
kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok 
gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, 
rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan 
menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan 
gedung museum. 

2. Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud 
fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan 
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, 
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun kegiatan khusus. 

3. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang 
diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan 
yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk 
keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok 
tanah. 

B. Pengakuan Gedung dan Bangunan 
1. Untuk dapat diakui sebagai gedung dan bangunan, 

maka gedung dan bangunan harus berwujud dan 
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 
bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, 
tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal 
entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud 
untuk digunakan. Pengakuan gedung dan bangunan 
harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan 
bangunan tersebut didirikan. 

2. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah 
daerah, namun dengan maksud akan diserahkan 
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kepada masyarakat, 
tersebut tidak dapat 
dan Bangunan", 
"Persediaan." 

maka gedung dan bangunan 
dikelompokkan sebagai "Gedung 
melainkan disajikan sebagai 

3. Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan 
bangunan telah diterima atau diserahkan hak 
kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya 
berpindah serta telah siap dipakai. 

4. Saat pengakuan gedung dan bangunan akan lebih dapat 
diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi 
perpindahan hak kepemilikan dan/ a tau penguasaan 
secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara 
Serah Terima. Apabila perolehan gedung dan bangunan 
belum didukung dengan bukti secara hukum 
dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi 
yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang 
masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan 
bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka 
gedung dan bangunan tersebut harus diakui pada saat 
terdapat bukti bahwa penguasaan atas gedung dan 
bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah 
terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan. 

5. Perolehan gedung dan bangunan dapat melalui 
pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, 
hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian 
dapctt dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau 
angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat 
dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan 
melalui kontrak konstruksi. 

6. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian 
tunai diakui sebagai penambah nilai gedung dan 
bangunan, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada 
neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan 
Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan 
melalui pembelian tunai diakui sebagai belanja modal. 
Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi 
diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan 
pada neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan 
gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui 
sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan 
sebagai kewajiban pada neraca. 

C. Pengukuran Gedung dan Bangunan 
1. Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. 

Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh 
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan 
bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain 
meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, 
termasuk biaya pengurusan 1MB, notaris, dan pajak. 
Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan 
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan 
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maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai 
wajar/taksiran pada saat perolehan. 

2. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun 
dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk 
tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung 
termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, 
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua 
biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 
pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan 
1MB, notaris, dan pajak. 

3. Gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak 
konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, 
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, 
jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang 
diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai 
wajar pada saat perolehan. 

4. Pengakuan gedung dan bangunan harus 
memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai 
ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. 
Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan 
kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset 
tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan 
gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan 
oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka 
neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan 
perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

D. Penyajian Gedung dan Bangunan 
1. Gedung dan bangunan disajikan berdasarkan biaya 

perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 
2. Penyusutan atas gedung dan bangunan pada suatu 

periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam 
Laporan Operasional. 

3. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
diungkapkan pula rekonsiliasi nilai tercatat gedung dan 
bangunan pada awal dan akhir periode yang 
menunjukkan: 
a. Penambahan (pembelian, hibah/ donasi, reklasifikasi 

dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, 
dan lainnya); 

b. Perolehan yang berasal dari 
pembelian/pembangunan direkonsi!iasi dengan total 
belanja modal untuk gedung dan bangunan; 

c. Pengurangan (penjualan, hi bah/ donasi, pertukaran 
aset, dan lainnya); 

d. Perubahan nilai, jika ada. 

4.1.9.4 Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
A. Definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

1. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan 
jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki 
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dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi 
siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain 
digunakan dalam kegiatan pemerintah juga 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

2. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan 
adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air 
bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, 
jaringan listrik, dan jaringan telepon. 

3. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah 
yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan 
jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan 
dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah. 

B. Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
1. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, 

irigi.si, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak 
kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya 
berpindah serta telah siap dipakai. 

2. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya 
dengan pembangunan baik membangun sendiri 
(swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi. 

3. Perolehan jalan, 1ngasi, dan jaringan melalui 
pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, 
irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Umum 
Daerah pada neraca. <> 

4. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, perolehan jalan, 1ngasi, dan jaringan 
melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal. 

5. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan 
kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai 
satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk 
aset tetap berupa jalan, irigasi, dan Janngan, 
berapapun nilai perolehannya seluruhnya 
dikapitalisasi sebagai nilai jalan, irigasi, dan jaringan. 

C. Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
1. Jalan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya 

perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan 
meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap 
pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya 
konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan 
sampai jalan, irigasi dan jaringan terse but siap pakai. 

2. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang 
diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan 
dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya 
pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan 
pembongkaran. 

3. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan 
yang dibangun secara swakelola meliputi biaya 
langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya 
bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya 
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perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, 
pengosongan, pajak dan pembongkaran. 

4. Jalan, 1ngasi dan jaringan yang diperoleh 
sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar 
saat perolehan. 

D. Penyajian clan Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan 
Jaringan 

biaya 

dari 
pada 

1. Jalan, irigasi, dan jaringan disajikan berdasarkan biaya 
perc,lehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 

2. Penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan pada suatu 
periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam 
Laporan Operasional. 

3. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan 
diungkapkan pula rekonsiliasi nilai tercatat jalan, 
irigasi, dan jaringan pada awal dan akhir periode yang 
menunjukkan: 
a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi 

dari konstruksi dalam pengerjaan, pertukaran aset, 
dan lainnya); 

b. Perolehan yang berasal dari 
pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total 
belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan. 

c. Pengurangan (penjualan, hi bah/ donasi, pertukaran 
aset, dan lainnya); 

d. Perubahan nilai, jika ada. 

4,1.9.5 Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya 
A. Definisi Aset Tetap Lainnya 

1. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak 
dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di 
atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

2. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak 
dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap 
tanah, aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap 
gedung dan bangunan, aset tetap jalan, irigasi dan 
jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk 
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap 
dipakai. 

3. Aset yang termasuk dalam klasifikasi aset tetap lainnya 
adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, 
barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, 
hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori 
aset tetap lainnya adalah aset tetap-renovasi, yaitu 
biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan 
biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan 
miliknya. 

B. Pengakuan Aset Tetap Lainnya 
1. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya 

telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya 
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dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah serta 
telah siap dipakai oleh entitas. 

2. Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain aset tetap renovasi, 
pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain 
seperti hi bah/ donasi. 

3. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui 
sebagai penambah nilai aset tetap lainnya, dan 
mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. 
Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, perolehan aset tetap lainnya melalui 
pembelian diakui sebagai belanja modal. 

4. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi 
diakui sebagai penambah nilai aset tetap lainnya pada 
neraca dan sebagai pendapatan-LO. 

5. Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan 
kebijakan pemerintah daerah tentang ketentuan nilai 
satuan minimum kapitalisasi aset tetap. 

6. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset 
tetap yang bukan milik adalah sebagai berikut: 
a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan 

manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya 
perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi 
ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi 
tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi. 
Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak 
menambah manfaat ekonomik, maka dianggap 
sebagai beban operasional. Aset tetap renovasi 
diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya. 

b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari 
satu tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, 
biaya renovasi dikapitalisasi sebagai aset tetap 
renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik 
renovasi kurang dari a tahun buku, maka 
pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai beban 
operasional tahun berjalan. 

c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut 
material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, 
maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai 
aset tetap renovasi. Apabila tidak material, biaya 
renovasi dianggap sebagai beban operasional. 

C. Pengukuran Aset Tetap Lainnya 
1. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan 

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset 
tersebut sampai siap pakai. 

2. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. 
Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh 
melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya 
perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya 
perizinan. 

3. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan 
melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, 
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meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri 
dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, 
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, 
pajak, dan jasa konsultan. 

4. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan 
dilaporkan di dalam neraca. Aset tetap lainnya yang 
tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam neraca, 
namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

D. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya 
1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset 

tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset 
tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku 
perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara 
periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat 
aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat 
digunakan atau mati. Aset tetap lainnya disajikan di 
neraca dalam kelompok aset tetap. 

2. Penyusutan atas aset tetap lainnya pada suatu periode 
disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan 
Operasional. 

3. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
diungkapkan pula rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap 
lainnya pada awal dan akhir periode yang 
menunjukkan: 
a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi 

clari konstruksi dalam pengerjaan pertukaran aset, 
dan lainnya); 

b. Perolehan yang berasal dari 
pembelian/ pembangunan direkonsiliasi dengan total 
belanja modal untuk aset tetap lainnya; 

c. Pengurangan (penjualan, hibah/ donasi, pertukaran 
aset, dan lainnya); 

d. Perubahan nilai, jika ada. 

4.1.9.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 
A. Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset aset 
yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi 
dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 
jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses 
perolehannya dan/atau pembangunannya 
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum 
selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang 
melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai 
dalam penyelenggaraan kegiatan operasional 
pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam 
jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara 
swakelola maupun oleh pihak ketiga, 
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2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun 
sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan 
kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola 
atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang 
dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan adalah 
sebesar jumlah yang dibayarkan dan yang masih 
terhutang atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian 
bahan dan juga upah dan gaji yang dibayarkan dalam 
pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya 
sama dengan jumlah yang dibayarkan kepada 
kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. 
Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk 
mendapatkan aset. 

3. Suatu KDP ada yang dibangun tidak melebihi satu 
tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara 
bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun 
anggaran. Apabila pemerintah mengontrakkan 
pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan 
perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu 
tahun anggaran, maka penyelesaikan bagian tertentu 
(prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita 
acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai 
dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan 
selanjutnya dibukukan sebagai KDP. Permasalahan 
utama akuntansi untuk KDP adalah identifikasi jumlah 
biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat 
sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. 

B. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan 
1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika: 

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa 
yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut 
akan diperoleh; 

b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan 
handal; 

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 
2. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang 

bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah 
selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat 
memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. 
Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu 
KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). 
Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah 
diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah 
selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat 
diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke 
akun aset tetap yang bersangkutan. 

3. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja 
dihentikan pembangunannya oleh karena 
ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun 
kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat 
berupa penghentian sementara dan penghentian 
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permanen. Apabila suatu KDP dihentikan 
pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP 
tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan 
kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila 
pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan 
pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP 
tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian 
ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. 

C. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan 
1. KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran 

biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang 
digunakan dalam proses konstruksi aset tetap 
tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak 
konstruksi. 

2. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan 
dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat 
diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah 
seluruh biaya langsung dan tidak Jangsung yang 
dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk 
digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga 
kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan 
pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan 
pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang 
diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. 

3. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan 
jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak 
memperhitungkan jumlah uang yang masih 
diperlukan untuk penyelesaikan pekerjaan. 

4. Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui 
suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai 
perolehan KDP tersebut meliputi: 
a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor 

sehubungan dengan tingkat penyelesaian 
pekerjaan; 

b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada 
kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang 
telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal 
pelaporan; dan 

c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak 
ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak 
konstruksi. 

5. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya 
dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan 
tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak 
konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat 
sebagai penambah nilai KDP. 

6. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan 
yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam 
spesifikasi atau rancangan dan perselisihan 
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penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim 
tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan 
diakui sebagai KDP. 

7. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya 
pinjaman yang timbul selama masa konstruksi 
dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, 
sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan 
ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup 
biaya bunga dan biaya Jainnya yang timbul 
sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk 
membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang 
harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang 
ditarik untuk membiayai konstruksi tersebut sebesar 
Rp 5.000.000, maka biaya tersebut akan menambah 
nilai kontruksi dalam pengerjaan. Jumlah biaya 
pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi 
jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode 
yang bersangkutan. Apabila bunga pinjaman yang 
harus dibayar pada tahun 20xl sebesar Rp 
2.000.000, maka yang dapat dikapitalisasi pada tahun 
20xl hanya sebesar Rp 2.000.000, meskipun total 
bunga pinjaman tersebut selama masa pinjaman 5 
tahun adalah sebesar Rpl0.000.000. 

8. Apabila pmJaman digunakan untuk membiayai 
beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu 
peciode tertentu, biaya pmJaman periode yang 
bersangkutan dialokasikan ke masing-masing 
konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas 
total pengeluaran biaya konstruksi. Misalnya telah 
dilakukan penarikan pmJaman sebesar Rp 
700.000.000 untuk membiayai pembelian aset A 
sebesar Rp 200.000.000, aset B sebesar Rp 
400.000.000, dan aset C sebesar Rp 100.000.000. 
Bunga pinjaman yang telah dibayarkan atas pinjaman 
tersebut adalah sebesar Rp 14.000.000. Maka biaya 
bunga yang akan dialokasikan kepada masing-masing 
aset tersebut adalah sebagai berikut: 
- Aset A : 2/7 x Rp 14.000.000 = Rp 4.000.000 
- Aset B: 4/7 x Rp 14.000.000 = Rp 8.000.000 
- Aset C: 1/7 x Rp 14.000.000 = Rp 2.000.000 
- Total biaya bunga Rpl4.000.000 

9. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi 
dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh 
hal-hal yang bersifat force majeur, maka biaya 
pmJaman yang dibayarkan selama masa 
pemberhentian sementara. pembangunan konstruksi 
dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan 
kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa ha! 
seperti kondisi force majeur atau adanya campur 
tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang 
karena berbagai ha!. Jika pemberhentian tersebut 
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dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi 
kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman 
selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. 
Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena 
kondisi force majeur, biaya pmJaman tidak 
dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada 
periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya 
bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset. 

10. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa 
jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. 
Dalam ha! rm termasuk juga konstruksi aset 
tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana 
aset tersebut berbeda secara signifikan dalam 
rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang 
tercakup dalam kontrak semula dan harga aset 
tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan 
harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan 
tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan 
maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya 
pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis 
pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan 
yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya 
pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai 
disajikan sebagai beban pada Laporan Operasiona!. 

11. Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi 
untuk tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman dalam 
masa konstruksi, misalnya karena kesulitan 
mengidentifikasikan pinjaman pada masing-masing 
kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

D. Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam 
Pengerjaan 
1. KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar 

pada saat perolehan. 
2. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi 

mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada periode 
akuntansi: 
a. Rincian kontrak · konstruksi dalam pengerjaan 

berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu 
penyelesaiannya pada tanggal neraca; 

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; 
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan 

tanggal neraca; 
d. Vang muka kerja yang diberikan sampai dengan 

tanggal neraca; dan 
e. Jumlah Retensi. 

3. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan 
tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai 
penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan 
akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada 
masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah 
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retensi diungkapkan dalam Cata tan • atas Laporan 
Keuangan. 

4. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang 
digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu 
diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan 
memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya 
sampai tanggal tertentu. 

4.1.9.7 Aset Tetap Untuk Dikonsolidasikan 
A. Definisi Aset Tetap Untuk Dikonsolidasikan 

Aset tetap untuk dikonsolidasikan adalah aset tetap yang 
dicatat karena adanya hubungan timbal balik antar entitas 
akuntansi dan entitas pelaporan. 

B. Pengakuan Aset Tetap untuk Dikonsolidasikan 
Aset tetap untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi 
transaksi pertukaran aset tetap antar entitas akuntansi 
atau entitas akuntansi dengan entitas pelaporan. 

C. Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan 
Pengukuran nilai aset tetap untuk dikonsolidasikan adalah 
sebesar nilai bukunya yaitu nilai perolehan dikurangi 
dengan akumulasi penyusutan. 

D. Pengungkapan Aset Tetap untuk Dikonsolidasikan 
Aset tetap untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada 
neraca dalam klasifikasi aset tetap. Aset ini disajikan 
hanya pada entitas akuntansi. Pada laporan konsolidasi 
akun ini akan tereliminasi. 

4.1.9.8 Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap 
1. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset 

menentukan apakah perolehan suatu aset 
dikapitalisasi atau tidak. 

Tetap 
harus 

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset 
tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis 
aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai 
berikut: 

Tabel 6. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap 

No Jenis Asel Tetap Balasan Kapitalisasi un tuk 
Pengadaan Baru 

1 Alai angkutan dan alal beral ~ Rpl.000.000,00 

2 Peralatan dan mesin lainnya selain ~ Rpl.000.000,00 
alal angkutan dan alal beral 

3 Asel letap lainnya seperti barang ~ Rpl.000.000,00 
bercorak budaya/kesenian, hewan 
temak, tanaman dan aset tetap 
lainnya selain buku-buku 
perpustakan 

4 Aset letap lainnya berupa buku ~ Rp!00.000,00 
perpustakan 

5 Asel tetap konslruksi (bangunan) ~ Rp25.000.000,00 
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2. Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaanya 
tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran 
dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Pengeluaran 
belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi 
kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 
(dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur 
secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam 
operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun 
dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah 
batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana 
diatas maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam 
belanja barang dan jasa dan dicatat secara terpisah dari 
daftar aset tetap (extra comptable), tetapi dicatat pada 
Laporan Barang Milik Daerah. 

4.1.9.9 Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) 
1. Setelah aset diperoleh, pemerintah daerah masih 

melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan 
dengan aset tersebut. 

2. Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai 
belanja modal (capital expenditures) atau sebagai 
pengeluaran pendapatan (revenue expenditures). 

3. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal 
suatu aset tetap dapat dilakukan jika memenuhi 2 (dua) 
kriteria, yaitu: 
a. Memperpanjang masa manfaat atau yang 

kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di 
masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan 
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja. 

b. Memenuhi jumlah batasan minimum kapitalisasi 
( capitalization threshold). 

4. Nilai satuan mm1mum kapitalisasi aset tetap 
(capitalization thresholds) dari penambahan nilai aset 
tetap setelah perolehan awal adalah: 

No 

1 

2 

3 

Tabel 7. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset 
Tetap dari Penambahan Nilai Aset Tetap 
Setelah Perolehan Awal 

Jenis Aset Tetap Batasan Kapitalisasi 
untuk Penambahan 

setelah Perolehan Awai 

Alat angkutan dan alat ~ Rpl.000.000,00 
berat 
Peralatan dan mesin ~ Rpl.000.000,00 
lainnya selain alat 
angkutan dan alat berat 
Aset tetap konstruksi ~ Rp25.000.000,00 
bangunan 
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5. Penambahan masa manfaat akibat dari pengeluaran 
setelah perolehan awal aset tetap yang dikapitalisasi 
adalah: 

Tabel 8. Penambahan Masa Manfaat dari Pengeluaran Setelah Perolehan 
Awai Aset Tetap yang Dikapitalisasi 

URAIAN JENIS PERSENTASE PENAMBAHAN 
RENOVASI/RESTO MASA 
RASI/OVERHAUL MANFAAT 

DARI NILA! (TAHUN) 
PEROLEHAN ASET 

TETAP 
ALATBESAR: 
ALAT BESAR DARAT Overhaul > 0% s.d 30% 1 

> 30% s.d 45% 3 
> 45% s.d 65% 5 

ALAT BESAR APUNG Overhaul > 0% s.d 30% 1 
> 30% s.d 45% 2 

' > 45% s.d 65% 4 

ALATBANTU Overhaul > 0% s.d 30% 1 
> 30% s.d 45% 2 
> 45% s.d 65% 4 

ALAT ANGKUTAN : 
ALAT ANGKUTAN DARAT Overhaul > 0% s.d 25% 1 
BERMOTOR 

> 25% s.d 50% 2 
> 50% s.d 75% 3 

> 75% s.d 100% 4 

ALAT ANGKUTAN DARAT Overhaul > 0% s.d 25% 0 
TAK BERMOTOR 

> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 1 

> 75% s.d 100% 1 
ALAT ANGKUTAN APUNG Overhaul > 0% s.d 25% 2 
BERMOTOR 

> 25% s.d 50% 3 
> 50% s.d 75% 4 

> 75% s.d 100% 6 

ALAT ANGKUTAN APUNG Renovasi > 0% s.d 25% 1 
TAK BERMOTOR 

> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 1 

> 75% s.d 100% 2 
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ALAT ANGKUTAN Overhaul > 0% s.d 25% 3 
BERMOTOR UDARA 

> 25% s.d 50% 6 
> 50% s.d 75% 9 

> 75% s.d 100% 12 

ALAT BENGKEL DAN 
ALAT 

ALAT BENGKEL Overhaul > 0% s.d 25% 1 
> 25% s.d 50% 2 
> 50% s.d 75% 3 

> 75% s.d 100% 4 

ALAT BENGKEL TAK Renovasi > 0% s.d 25% 0 
BERMESIN 

> 25% s.d 50% 0 
> 50% s.d 75% 1 

> 75% s.d 100% 1 

ALATUKUR Overhaul > 0% s.d 25% 1 
> 25% s.d 50% 2 
> 50% s.d 75% 2 

> 75% s.d 100% 3 

ALAT PERTANIAN : 
ALAT PENGOLAHAN Overhaul > 0% s.d 20% 1 

> 21% s.d 40% 2 
> 51% s.d 75% 5 

ALAT KANTOR & 
RUMAH 
ALATKANTOR Overhaul > 0% s.d 25% 0 

> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 2 

> 75% s.d 100% 3 

AI.AT RUMAH TANGGA Overhaul > 0% s.d 25% 0 
> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 2 

> 75% s.d 100% 3 

ALAT STUDIO, 
KOMUNIKASI DAN 
PEMANCAR: 

AI.AT STUDIO Overhaul > 0% s.d 25% 1 
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> 25% s.d 50% 2 
> 50% s.d 75% 2 

> 75% s.d 100% 3 

ALAT KOMUNIKASI Overhaul > 0% s.d 25% 1 
> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 2 

> 75% s.d 100% 3 

PERALATAN PEMANCAR Overhaul > 0% s.d 25% 2 
> 25% s.d 50% 3 
> 50% s.d 75% 4 

> 75% s.d 100% 5 

PERALA'IAN KOMUNIKASI Overhaul > 0% s.d 25% 2 
NAVIGASI 

> 25% s.d 50% 5 
> 50% s.d 75% 7 

> 75% s.d 100% 9 

ALAT KEDOKTERAN DAN 
KESEHATAN: 

ALAT KEDOKTERAN Overhaul > 0% s.d 25% 0 
> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 2 

> 75% s.d 100% 3 

ALAT KESEHATAN UMUM Overhaul > 0% s.d 25% 0 
> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 2 

> 75% s.d 100% 3 

ALAT LABORATORIUM : 
UNIT ALAT LABORATORIUM Overhaul > 0% s.d 25% 2 

> 25% s.d 50% 3 
> 50% s.d 75% 4 

> 75% s.d 100% 4 

UNn ALA"! Overhaul > 0% s.d 25% 3 
LABORATORIUM KIMIA 
NUKLIR 

> 25% s.d 50% 5 
> 50% s.d 75% 7 

> 75% s.d 100% 8 

AIAT LABORATORIUM FISIKA Overhaul > 0% s.d 25% 3 

> 25% s.d 50% 5 
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> 50% s.d 75% 7 
> 75% s.d 100% 8 

ALA 1 .t"'KV 1 E.l\..:>1 Overhaul > 0% s.d 25% 2 
RADIASI/PROTEKSI 
LING KUN GAN 

> 25% s.d 50% 4 
> 50% s.d 75% 5 

> 75% s.d 100% 5 

RADIATION APPLICATION Overhaul > 0% s.d 25% 2 
& 
NON DESTRUCTIVE 

TESTING LABORATORY 
> 25% s.d 50% 4 
> 50% s.d 75% 5 

> 75% s.d 100% 5 

ALAT LABORA:1vRIUM Overhaul > 0% s.d 25% 1 
LINGKUNGAN HIDUP 

> 25% s.d 50% 2 
> 50% s.d 75% 3 

> 75% s.d 100% 4 

PERALATAN Overhaul > 0% s.d 25% 3 
LABORATORIUM 
HYDRODINAMICA 

> 25% s.d 50% 5 
> 50% s.d 75% 7 

> 75% s.d 100% 8 

PERALATAN Overhaul > 0% s.d 25% 2 
LABORATORIUM 
STANDARISASI KALIBRASI 
& 
INTRUMENTASI 

> 25% s.d 50% 4 
> 50% s.d 75% 5 

> 75% s.d 100% 5 

PERSENJATAAN : 
SENJATA API Overhaul > 0% s.d 25% 1 

> 25% s.d 50% 2 
> 50% s.d 75% 3 

> 75% s.d 100% 4 

KnMPUTER · 
KOMPUTER UNIT Overhaul > 0% s.d 25% 1 

> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 2 

> 75% s.d 100% 2 
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PERAIATAN KOMPUTER Overhaul > 0% s.d 25% 1 
> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 2 

> 75% s.d 100% 2 

ALAT EKSPLORASI: 
ALA1 EKSP•, •'"'".SI Overhaul > 0% s.d 25% 1 
TOPOGRAFI 

> 25% s.d 50% 2 
> 50% s.d 75% 2 

> 75% s.d 100% 3 

ALAT EKSPWRASI Overhaul > 0% s.d 25% 2 
GEOFISIKA 

> 25% s.d 50% 4 
> 50% s.d 75% 5 

> 75% s.d 100% 5 

ALAT PENGEBORAN : 

ALAT PENGEBORAN Overhaul > 0% s.d 25% 2 
MESIN 

> 25% s.d 50% 4 
> 50% s.d 75% 6 

> 75% s.d 100% 7 

AIAT PENGcBORAN NON Renovasi > 0% s.d 25% 0 
MESIN 

> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 1 

> 75% s.d 100% 2 

ALA'1· 

PRODUKSI.PENGOLAHAN 
& PEMURNIAN: 
SUMUR Renovasi > 0% s.d 25% 0 

> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 1 

> 75% s.d 100% 2 

PRODUKSI Renovasi > 0% s.d 25% 0 
> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 1 

> 75% s.d 100% 2 

PENGOLAHAN DAN Overhaul > 0% s.d 25% 3 
PERMURNlAN 

> 25% s.d 50% 5 
> 50% s.d 75% 7 

> 75% s.d 100% 8 
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.ALA~I _. .... .a. u ___ 

ALAT BANTU EKSPLORASI Overhaul > 0% s.d 25% 2 
> 25% s.d 50% 4 
> 50% s.d 75% 6 

> 75% s.d 100% 7 

ALAT BANTU PRODUKSI Overhaul > 0% s.d 25% 2 
> 25% s.d 50% 4 
> 50% s.d 75% 6 

> 75% s.d 100% 7 

ALAT KESELAMATAN Overhaul > 0% s.d 25% 1 
KERJA: 
ALAT DETEI<.'3I > 25% s.d 50% 2 

> 50% s.d 75% 2 
> 75% s.d 100% 3 

ALAT PELINDUNG Renovasi > 0% s.d 25% 0 
> 25% s.d 50% 0 
> 50% s.d 75% 1 

> 75% s.d 100% 2 
ALATSAR Renovasi > 0% s.d 25% 0 

> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 1 

> 75% s.d 100% 1 

ALAI KU'J •A Overhaul > 0% s.d 25% 2 
PENERBANGAN 

> 25% s.d 50% 3 
> 50% s.d 75% 4 

> 75% s.d 100% 6 

ALAT PERAGA : 
ALAT PERAGA PEIATIHAN Overhaul > 0% s.d 25% 2 
DAN PERCONTOHAN 

> 25% s.d 50% 4 
> 50% s.d 75% 5 

> 75% s.d 100% 5 

PERALATAN 
PROSES/PRODUKSI: 
UNIT PERALATAN Overhaul > 0% s.d 25% 2 
PROSES/PRODUKSI 

> 25% s.d 50% 3 
> 50% s.d 75% 4 

> 75% s.d 100% 4 
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RAMBU-RAMBU: 
RAMBU - RAMBU LALU Overhaul > 0% s.d 25% 1 
LINTAS DARAT 

> 25% s.d 50% 2 
> 50% s.d 75% 3 

> 75% s.d 100% 4 

RAMBU - RAMBU LALU Overhaul > 0% s.d 25% 1 
LINTAS UDARA 

> 25% s.d 50% 2 
> 50% s.d 75% 2 

> 75% s.d 100% 4 

RAMBU - RAMBU LALU Overhaul > 0% s.d 25% 2 
LINTAS LAUT 

> 25% s.d 50% 5 
> 50% s.d 75% 7 

> 75% s.d 100% 9 

" . 
PERAIATAN OIAHRAGA Renovasi > 0% s.d 25% 1 

> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 2 

> 75% s.d 100% 2 

BANGUNAN GEDUNG: 
LI 1' l'-11 .'..I I 1'11 n 

' 11 I 'C Renovasi > 0% s.d 30% 5 ·~· ··-
TEMPAT KERJA 

> 30% s.d 45% 10 
> 45% s.d 65% 15 

> 76% s.d 100% 50 

BANGUNAN GEDUNG Renovasi > 0% s.d 30% 5 

TEMPAT TINGGAL 
> 30% s.d 45% 10 
> 45% s.d 65% 15 

MONUMEN: 
CANDI/TUGU Renovasi > 0% s.d 30% 5 
PERINGATAN /PRASASTI 

> 30% s.d 45% 10 
> 45% s.d 65% 15 

BANGUNAN MENARA: 
BANGUNAN Renovasi > 0% s.d 30% 5 
MENARA PERAMBUAN 

> 30% s.d 45% 10 
> 45% s.d 65% 15 
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&UUU &ll&a 

KONTROL/PASTI: 

TUGU / TANDA BATAS Renovasi > 0% s.d 30% 5 
> 30% s.d 45% 10 
> 45% s.d 65% 15 

JALAN DAN JEMBATAN : 
JALAN Renovasi > 0% s.d 30% 2 

> 30% s.d60% 5 
> 60% s.d 100% 10 

JEMBATAN Renovasi > 0% s.d 30% 5 
> 30% s.d 45% 10 
> 45% s.d 65% 15 

BANGUNAN AIR : 
BANGUNAN AIR IRlGASI Renovasi > 0% s.d 5% 2 

> 5% s.d 10% 5 
> 10% s.d 20% 10 

~}'J.'•'_i-1_1 ~,1 ilil~ .t"J!d'-ll..3:_1111.."_"-. I\I Renovasi > 0% s.d 5% 2 
PASANG SURUT 

> 5% s.d 10% 5 
> 10% s.d 20% 10 

BANGUNAN Renovasi > 0% s.d 5% 1 
PENGEMBANGAN RAWA & 
POLDER 

> 5% s.d 10% 3 
> 10% s.d 20% 5 

8AJ'lGUNAN PENGi'"" "..'." Renovasi > 0% s.d 5% 1 
SUNGAI/PANTAI & 
PENANGGULANGAN 
BENCANA ALAM 

> 5% s.d 10% 2 
> 10% s.d 20% 3 

BANGUNAN Renovasi > 0% s.d5% 1 

PENGEMBANGANSUMBER 
AIR DAN AIR TANAH 

> 5% s.d 10% 2 
> 10% s.d 20% 3 

BANGUNAN AIR BERSIH/ Renovasi > 0% s.d 30% 5 
AIR BAKU 

> 30% s.d 45% 10 
> 45% s.d 65% 15 
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BANGUNAN AIR KOTOR Renovasi > 0% s.d 30% 5 
> 30% s.d 45% 10 
> 45% s.d 65% 15 

INSTALASI: 
!Ni:>!~~.- n __ All< I Renovasi > 0% s.d 30% 2 
AIR BAKU 

> 30% s.d 45% 7 
> 45% s.d 65% 10 

INSTALASI AIR KOTOR Renovasi > 0% s.d 30% 2 
> 30% s.d 45% 7 
> 45% s.d 65% 10 

IN:::rJ.u.1 l"'-o:I ~ ".A n N Renovasi > 0% s.d 30% 1 .. . ·- -· 
SAMPAH 

> 300/o s.d 45% 3 
> 45% s.d 65% 5 

INSTALASI PENGOLAHAN Renovasi > 0% s.d 30% 1 

BARAN BANGUNAN 
> 30% s.d 45% 3 
> 45% s.d 65% 5 

INSTALASI PEMBANGKIT 
Renovasi > 0% s.d 30% 5 

LISTRIK 
> 30% s.d 45% 10 
> 45% s.d 65% 15 

INSTALASI GARDU LISTRI Renovasi > 0% s.d 30% 5 
> 30% s.d 45% 10 
> 45% s.d 65% 15 

INSTALASIPERTANAHAN Renovasi > 0% s.d 30% 1 
> 300/o s.d 45% 3 
> 45% s.d 65% 5 

INSTALASI GAS Renovasi > 0% s.d 30% 5 
> 30% s.d 45% 10 
> 45% s.d 65% 15 

INSTALASI PENGAMAN Renovasi > 0% s.d 30% 1 
> 30% s.d 45% 1 
> 45% s.d 65% 3 

INSTALASI LAIN Renovasi > 0% s.d 30% 1 
> 30% s.d 45% 1 
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> 45% s.d 65% 3 

JARINGAN: 
JARINGAN AIR MINUM Overhaul > 0% s.d 30% 2 

> 300/o s.d 45% 7 
> 45% s.d 65% 10 

JARINGAN LISTRIK Overhaul > 0% s.d 30% 5 
> 30% s.d 45% 10 
> 45% s.d 65% 15 

JARINGAN TELEPON Overhaul > 0% s.d 30% 2 
> 30% s.d 45% 5 
> 45% s.d 65% 10 

JARINGAN GAS Overhaul > 0% s.d 30% 2 
> 30% s.d 45% 7 
> 45% s.d 65% 10 

ALAT MUSIK MODERN / Overhaul > 0% s.d 25% 1 
BAND 

> 25% s.d 50% 1 
> 50% s.d 75% 2 

> 75% s.d 100% 2 

ASET TETAP DALAM · 
RENOVASI: 

PERALATAN DAN MESIN Overhaul > 0% s.d 100% 2 
DALAM RENOVASI 

GEDUNG DAN BANGUNAN Renovasi > 0% s.d 30% 5 
DALAM RENOVASI 

> 30% s.d 45% 10 

> 45% s.d 65% 15 

JALAN IRIGASI DAN Renovasi > 0% s.d 100% 5 
JARINGAN DALAM 
RENOVASI 

6. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat 
menambah masa manfaat atau menambah kapasitas 
aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran modal seperti 
ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang 
bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan 
pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat 
disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang 
bersangkutan. 

7. Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur 
sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka 
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memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan 
besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan 
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu 
produksi, atau peningkatan kinerja aset yang 
bersangkutan. 

8. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa 
pengembangan dan penggantian utama. 

9. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan 
aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap 
tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah 
harga pero!ehan aset tetap yang bersangkutan. 
Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui 
bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini 
akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian 
yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan 
menambahkan biaya penggantian. 

10. Dalam ha! terdapat bagian aset yang 
dibuang/ dihapuskan, jika tidak praktis untuk 
diidentifikasi dan dinilai, nilai aset yang 
dibuang/ dihapuskan terse but dapat tidak dikurangkan 
dari nilai asset yang bersangkutan. 

11. Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah nilai satuan 
minimum kapitalisasi aset tetap tersebut dianggarkan 
sebagai belanja barang dan jasa dan diakui sebagai 
beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca 
(on face). Transaksi terse but diungkapkan pada Catatan 
atas Laporan Keuangan dan dicatat pada laporan barang 
milik daerah. 

12. Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang 
karena bentuknya atau lokasi penggunaannya memiliki 
risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang 
mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi 
ekonomik di masa depan tidak dikapitalisasi, melainkan 
diperlakukan sebagai beban pemeliharaan biasa 
(expense). 

4.1.9.10 Penyusutan 
1. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai 

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable 
assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 
Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama 
semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan 
operasi pemerintah daerah dan sejalan dengan itu maka 
nilai aset tetap tersebutjuga semakin menurun. 

2. Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk 
sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian 
aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasamya adalah 
menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai 
wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan 
untuk mengalokasikan beban penyusutan yang 
diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan 
pemerintahan. 
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3. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan 
penyusutan, adalah: 
a. Identitas aset yang kapasitasnya menurun; 
b. Nilai yang dapat disusutkan; 
c. Masa manfaat dan kapasitas aset tetap. · 

4. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa: 
a. Gedung dan bangunan; 
b. Peralatan dan mesin; 
c. Jalan, irigasi, dan jaringan; dan 
d. Aset Tetap lainnya kecuali buku, hewan ternak, 

tanaman. 
5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset Jainnya 

dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga 
dan Aset Idle disusutkan sebagaimana Jayaknya aset 
tetap. 

6. Penyusutan tidak dilakukan terhadap: 
a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan 

dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan 
kepada pengelola barang untuk dilakukan 
penghapusannya;dan 

b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang 
yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk 
dilakukan penghapusan. 

7. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh 
aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan 
karakteristik aset tersebut. 

8. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku 
perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara 
periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat 
aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan 
atau mati. 

9. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah nilai 
perolehan. 

10. Dalam ha! nilai perolehan tidak diketahui, digunakan 
nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Dalam ha! 
terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat 
penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai 
aset tetap, maka penambahan atau pengurangan 
tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat 
disusutkan. 

11. Dalam ha! terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai 
akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh 
kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di 
kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap 
penyusutan aset tetap tersebut. 

12. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 11 
meliputi penyesuaian atas: 
a. Nilai yang dapat disusutkan; dan 
b. Nilai akumulasi penyusutan; 
c. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan 

untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu. 
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13. Masa manfaat untuk perhitungan penyusutan adalah 
sebagai berikut: 

Tabel 9. Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap 

KODE tlRAIAN METODE USIA TARIF 
EKONOMIS PENYUSUTAN 

PERTAHUN 
01.03.02.01.01.0l TRACTOR Garis Lurus 10 10.00% 
01.03.02.0l.0l.02 GRADER Garis Lurus 10 10.00% 
01.03.02.01.01.03 EXCAVATOR Garis Lurus 10 10.00% 
01.03.02.0l.0l.04 PILE DRIVER Garis Lurus IO 10.00% 
01.03.02.0l.0l.05 HAULER Garis Lurus 10 10.00% 
01.03.02.01.01.06 ASPHALT EQUIPMENT Garis Lurus 10 10.00% 
0l.03.02.0l.01.07 COMPACTING EQUIPMENT Garis Lurus 10 10.00% 

01.03.02.0l.0l.08 AGGREGATE AND CONCRETE 
Garis Lurus 10 10.00% EQUIPMENT 

0l.03.02.01.01.09 LOADER Garis Lurus 10 10.00% 
01.03.02.01.0l.!0 ALAT PENGANGKAT Garis Lurus 10 10.00% 
01.03.02.01.01.11 MESIN PROSES Garis Lurus 10 10.00% 
01.03.02.01.02.01 DREDGER Garis Lurus 8 12.50% 
01.03.02.01.02.02 FLOATING EXCAVATOR Garis Lurus 8 12.50% 
01.03.02.01.02.03 AMPHIBI DREDGER Garis Lurus 8 12.50% 
01.03.02.01.02.04 KAPALTARIK Garis Lurus 8 12.50% 
01.03.02.01.02.05 MESIN PROSES APUNG GarisLurus 8 12.50% 
01.03.02.01.03.01 ALAT PENARIK Garis Lurus 7 14.29% 
01.03.02.01.03.02 FEEDER Garis Lurus 7 14.29"/o 
01.03.02.01.03.03 COMPRESSOR Garis Lurus 7 14.29"/o 
01.03.02.01.03.04 ELECTRIC GENERATING SET Garis Lurus 7 14.29"/o 
01.03.02.01.03.05 POMPA Garis Lurus 7 14.29"/o 
01.03.02.01.03.06 MESIN BOR Garis Lurus 7 14.29"/o 
01.03.02.01.03.07 UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN Garis Lurus 7 14.29"/o 
01.03.02.01.03.08 ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR Garis Lurus 7 14.29% 

01.03.02.01.03.09 PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM 
Garis Lurus 7 14.29"/o GENERATOR 

01.03.02.01.03.01 ALAT PENARIK Garis Lurus 5 20.00% 
01.03.02.01.03.12 PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN Garis Lurus 7 14.29% 
01.03.02.02.01.05 KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA Garis Lurus 7 14.29% 

01.03.02.02.01.01 KENDARAAN DINAS BERMOTOR 
GarisLurus 7 14.29"/o PERORANGAN 

01.03.02.02.01.02 KENDARAANBERMOTORPENUMPANG Garis Lurus 7 14.29"/o 

01.03.02.02.01.03 KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN 
BARANG Garis Lurus 7 14.29"/o 

01.03.02.02.01.06 KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS Garis Lurus 7 14.29"/o 
01.03.02.02.01.04 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA Garis Lurus 7 14.29"/o 

01.03.02.02.01.09 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 
LAINNYA Garis Lurus 7 14.29% 

01.03.02.02.02.01 KENDARAANTAKBERMOTOR 
Garis Lurus 5 20.00% ANGKUTAN BAR'\NG 

01.03.02.02.03.02 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 
UNTUK PENUMPANG Garis Lurus 10 10.00% 

01.03.02.02.03.03 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 
KHUSUS Garis Lurus 10 10.00% 

01.03.02.02.03.01 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 
UNTUK BARANG Garis Lurus 7 14.29% 

01.03.02.02.04.02 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK 
BERMOTOR UNTUK PENUMPANG Garis Lurus 7 14.29% 

01.03.02.02.05.01 KAPAL TERBANG Garis Lurus 5 20.00% 
01.03.02.03.01.05 PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN Garis Lurus 5 20.00% 
01.03.02.03.01.06 PERKAKAS BENGKEL KAYU Garis Lurus 5 20.00% 
01.03.02.03.01.07 PERKAKAS BENGKEL KHUSUS Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.03.01.02 PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG 
Garis Lurus 10 10.00% TRANSPORTABLE (BERPINDAHI 

01.03.02.03.01.04 PERKAKAS BENGKEL SERVICE Garis Lurus 10 10.00% 
01.03.02.03.01.08 PERALATAN LAS Garis Lurus 10 10.00% 
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01.03.02.03.01.01 PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM Garis Lurus 10 10.00"/o 
TERPASANG PADA PONDAS! 

01.03.02.03.01.03 PERKAKAS BENGKEL L!STRIK Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.03.01.09 PERKAKAS PABRIK ES Garis Lurus 10 10.00"/o 

01.03.02.03.02.03 PERKAKAS BENGKEL SERVICE Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03 .02 .03 .02 .05 PERKAKAS STANDARD (STANDARD Garis Lurus 5 20.00% TOOLS! 

01.03.02.03.02.06 PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS) Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.03.02.07 PERKAKAS BENGKEL KERJA Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.03.02.12 PERALATAN BENGKEL KHUSUS 
Garis Lurus 5 20.00"/o PELADAM 

01.03.02.03.02.01 PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKS! 
Garis Lurus 5 20.00% LOGAM 

01.03.02.03.02.02 PERKAKAS BENGKEL L!STRIK Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.03.02.04 PERKAKASPENGANGKAT Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.03.02.08 PERALATAN TUKANG BES! Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.03.02.09 PERALATAN TUKANG KAYU Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.03.02.11 PERALATAN UKUR, GIP DAN FEET!NG Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.03.03.05 ALAT KALlBRAS! Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.03.03.10 ALAT TIMBANGAN/B!ARA Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.03.03.11 ANAK TIMBANGAN/B!ARA Garis Lurus 5 20.00% 

0 l .03.02.03.03.14 TAKARAN LAINNYA Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.03.03. 16 SPECIFIC SET Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03 .02.03.03. 18 ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03 .02 .03 .03 .21 ALAT UKUR LAINNYA Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.03.03.01 ALAT UKUR UNIVERSAL Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.03.03.07 UNIVERSAL TESTER Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.03.03.08 ALAT UKUR/PEMBANDING Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.03.03.09 ALAT UKUR LAIN-LAIN Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.03.03.08 ALAT UKUR/PEMBANDING Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.04.01.10 ALAT PENGOLAHAN LAINNYA Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.04.01.09 ALAT-ALAT PETERNAKAN Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.04.01.04 
ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN 

Garis Lurus 5 20.00"/o 
PERTAN!AN 

01.03.02.04.01.05 ALAT LABORATORIUM PERTANIAN Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.04.01.06 ALAT PROSESING Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.04.01.07 ALAT PASCA PANEN Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.04.01.04 ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN Garis Lurus 5 20.00% 
PERTAN!AN 

01.03.02.04.01.05 ALAT LABORATORIUM PERTANIAN Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.04.01.01 ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN Garis Lurus 5 20.00% 
TANAMAN 

01.03.02.04.01.02 ALAT PEMELIHARAAN 
Garis Lurus 4 25.00% 

TANAMAN/IKAN/TERNAK 
01.03.02.04.01.03 ALATPANEN Garis Lurus 4 25.00% 

01.03.02.04.01.08 ALAT PRODUKSI PERIKANAN Garis Lurus 4 25.00% 

01.03.02.05.01.0I MESIN KET!K Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.05.01.02 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.05.01 .03 ALAT REPRODUKSI (PENGGANDMN) Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.05.01.04 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN Garis Lurus 5 20.00"/o 
KANTOR 

01.03.02.05.01.05 ALAT KANTOR LAINNYA Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.05.02.06 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME Garis Lurus 4 25.00"/o USEI 

01.03.02.05.02.01 MEUBELAIR Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.05.02.02 ALAT PENGUKUR WAKTU Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.05.02.03 ALAT PEMBERSIH Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.05.02.04 ALAT PENDINGIN Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.05.02.05 ALATDAPUR Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.05.02.06 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME Garis Lurus 5 20.00"/o 
USEI 

01.03.02.05.02.07 ALAT PEMADAM KEBAKARAN Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.05.03.02 MEJA RAPAT PEJABAT Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.05.03.07 LEMAR! DAN ARSIP PEJABAT Garis Lurus 5 20.00"/o 
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01.03.02.05.03.03 Kl/RSI KERJA PEJABAT Garis Lurus 5 20.00% 

0 I .03.02.05.03.04 KURSIRAPATPEJABAT Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.05.03.05 KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA GarisLurus 5 20.00% 
PEJABAT 

01.03.02.05.03.06 KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.05.03.01 MEJA KERJA PEJABAT Garis Lurus 5 20.00% 

0I.03.02.06.01.01 PERALATAN STUDIO AUDIO Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.06.01.06 ALAT STUDIO LAINNYA Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.06.01.02 PERALATAN STUDIO VIDEO DAN F1LM Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.06.01.04 PERALATAN CETAK Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.06.01.05 PERALATAN STUDIO 
Garis Lurus 5 20.00% 

PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH 
01.03.02.06.02.01 ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.06.02.06 ALAT KOMUNIKASI SOSIAL Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.06.02.02 ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB Garis Lurus 5 20.00% 

01.03 .02 .06.02 .03 ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.06.02.05 ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.06.02.07 ALAT-ALAT SANDI Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.06.02.08 ALAT KOMUNIKASI KHUSUS Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.06.02.09 ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN Garis Lurus 5 20.00% KONVENSIONAL 
01.03.02.06.02.11 ALAT KOMUNIKASI LAINNYA Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.06.03.01 PERALATAN PEMANCAR MF/MW Garis Lurus IO I0.00% 

01.03.02.06.03.03 PERALATAN PEMANCAR VHF/FM Garis Lurus IO 10.00% 

01.03.02.06.03.04 PERALATAN PEMANCAR UHF Garis Lurus 10 10.00% 

01.03.02.06.03.09 PERALATAN ANTENA UHF Garis Lurus 10 10.00% 

01.03.02.06.03.15 PERALATAN MICROWAVE F PU Garis Lurus 10 10.00% 

01.03.02.06.03.16 PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL Garis Lurus 10 IO.DO% 

01.03.02.06.03.23 PROGRAM INPUT EQUIPMENT Garis Lurus 10 10.00% 

01.03.02.06.03.24 PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF Garis Lurus IO I0.00% 

01.03.02.06.03.47 SUMBER TENAGA Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.06.03. IO PEERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA Garis Lurus IO 10.00% 

0!.03.02.07.01.01 ALAT KEDOKTERAN UMUM Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.07.01.02 ALAT KEDOKTERAN GIGI Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.07.01.03 ALAT KEDOKTERAN KELUARGA 
Garis Lurus 5 20.00% BERENCANA 

01.03.02.07.01.06 ALATKEDOKTERANTHT Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.07.01.07 ALAT KEDOKTERAN MATA Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.07.01.06 ALATKEDOKTERANTHT Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.07.01.04 ALAT KEDOKTERAN BEDAH Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.07.01.01 ALAT KEDOKTERAN UMUM Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.07.01.13 ALAT KEDOKTERAN NEUROWGI Garis Lurus 5 20.00% (SY•~AF\ 

0!.03.02.07.01.14 ALATKEDOKTERANJANTUNG Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02 .07.01.2 I ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT Garis Lurus 5 20.00% 

0!.03.02.07.01.12 ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.07.01.05 ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN Garis Lurus 5 20.00% 
PENYAKIT KANDUNGAN 

01.03.02.07.01.08 ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT Garis Lurus 5 20.00% DALAM 
01.03.02.07 .o 1.23 ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI Garis Lurus 5 20.00% 

01.03 .02 .07.01.25 ALAT KEDOKTERAN I C C U Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.07.01.29 ALAT KEDOKTERAN LAINNYA Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.07.01.10 ALAT KEDOKTERAN ANAK Garis Lurus 10 10.00% 

01.03.02.07.01.19 ALAT KEDOKTERAN NUKLIR Garis Lurus IO 10.00% 

01.03 .02 .07 .02 .05 ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.07.02.0 l ALAT KESEHATAN MATRA LAUT Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.07.02.04 ALAT KESEHATAN OLAH RAGA Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.08.01.19 ALAT LABORATORIUM FARMASI Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.08.01.24 ALAT LABORATORJUM PASIR Garis Lurus 5 20.00"/o 

01.03.02.08.01.06 ALAT LABORATORIUM BAHAN 
Garis Lurus 8 12.50% BANGUNAN KONSTRUKSI 
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01.03.02.08.01.07 
ALAT LABORAT0RIUM ASPAL, CAT DAN Garis Lurus 8 12.50% 
KIMIA 

01.03.02.08.01.09 ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.21 ALAT LABORATORIUM H!DRODINAMIKA Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.23 
ALAT LABORATORIUM PROSES Garis Lurus 8 12.50% 
PELEBURAN 

01.03.02.08.01.25 ALAT LABORATORIUM PROSES Garis Lurus 8 12.50% 
PEMBUATAN CEKATAN 

01.03.02.08.01.27 ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.28 
ALAT LABORATORIUM PROSES Garis Lurus 8 12.50% 
PENGELASAN 

01.03.02.08.01.30 ALAT LABORATORIUM PROSES Garis Lurus 8 12.50% 
PEMBUATAN LOGAM 

01.03.02.08.01.35 ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.37 ALAT LABORATORIUM PROSES Garis Lurus 8 12.50% 
TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK 

01.03.02.08.01.38 ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, Garis Lurus 8 12.50% 
KARET DAN PLASTIK 

01.03.02.08.01.39 ALAT LABORATORIUM UJI KERAM!K Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.42 ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA Garis Lurus 8 12.50% 
DAN DAYA 

01.03.02.08.01.45 ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.46 
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN Garis Lurus 8 12.50% 
PERAIRAN 

01.03.02.08.01.47 ALAT LABORATORIUM BIOLOGI 
Garis Lurus 8 12.50% 

PERAIRAN 
01.03.02.08.01.48 ALAT LABORATORIUM BIOLOGI Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.49 ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.5 I ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK Garis Lurus 8 12.50% 
KIMIA 

01.03.02.08.01.54 LABORATORIUM KEARSIPAN Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.64 UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.01 ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR Garis Lurus 10 10.00% TEKNIK PENYEHATAN 

01.03.02.08.01.08 ALAT LABORATORIUM MEKANIKA Garis Lurus 8 12.50% TANAH DAN BATUAN 

01.03.02.08.01.10 ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN 
Garis Lurus 8 12.50% DAN LISTRIK 

01.03.02.08.01.11 ALAT LABORATORIUM UMUM Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.12 ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.13 ALAT LABORATORIUM KIMIA Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.14 ALAT LABORATORIUM PATOLOGI Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.15 ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.16 ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.17 ALAT LABORATORIUM FILM Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.20 ALAT LABORATORIUM FISIKA Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.33 ALAT LABORATORIUM PROSES 
Garis Lurus 8 12.50% PENGOLAHAN PANAS 

01.03.02.08.01.34 ALAT LABORATORIUM PROSES Garis Lurus 8 12.50% TEKNOLOGI TEKSTIL 

01.03.02.08.01.41 ALAT LABORATORIUM PERTANIAN Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.01.55 LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN 
Garis Lurus 10 10.00% URINALISIS 

01.03.02.08.02.04 GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS Garis Lurus 8 12.50% 

01.03.02.08.02.01 ANALYTICAL INSTRUMENT Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.02.08.02.02 INSTRUMENT PROBE/SENSOR Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.02.08.02.03 GENERAL LABORATORY TOOL Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.02.08.02.05 LABORATORY SAFETY EQUIPMENT Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.02.08.03.16 ALATPERAGAPRAKTEKSEKOLAH 
Garis Lurus 10 10.00% LAINNYA 

01.03.02.08.03.0 I ALATPERAGAPRAKTEKSEKOLAH 
Garis Lurus 10 10.00% B!DANG STUDI : BAHASA INDONESIA 

01.03.02.08.03.02 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 
Garis Lurus 10 10.00% B!DANG STUD!: MATEMATIKA 

01.03.02.08.03.03 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 
Garis Lurus 10 [0.00% B!DANG STUDI : IPA DASAR 

01.03.02.08.03.04 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 
Garis Lurus 10 10.00% B!DANG STUDI : IPA LANJUTAN 

01.03.02.08.03.05 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 
Garis Lurus 10 10.00% B!DANG STUDI : IPA MENENGAH 

01.03.02.08.03.06 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 
Garis Lurus 10 10.00% B!DANG STUD! : IPA ATAS 
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01.03.02.08.03.07 AI.AT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 
Garis Lurus 10 10.00% 

BIDANG STUD! : !PS 

01.03.02.08.03.08 ALATPERAGAPRAKTEKSEKOLAH Garis Lurus 10 10.00% BIDANG STUD! : AGAMA 

01.03.02.08.03.09 ALATPERAGAPRAKTEKSEKOLAH 
Garis Lurus 10 10.00% 

BIDANG STUD! : KETERAMPILAN 

01.03.02.08.03. 10 AI.AT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH Garis Lurus 10 10.00% BIDANG STUD! : KESENIAN 

01.03.02.08.03.11 ALATPERAGAPRAKTEKSEKOLAH Garis Lurus 10 10.00% BIDANG STUD! : OLAH RAGA 

01.03.02.08.03.12 AI.AT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 
Garis Lurus 10 10.00% BIDANG STUD! : PKN 

01.03.02.08.03.14 AI.AT PERAGA KEJURUAN GarisLurus 10 10.00% 

01.03.02.08.04.04 RECORDER DISPLAY Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.02.08.04.02 MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC 
Garis Lurus 5 20.00% ELECTRONIC 

01.03.02.08.04.03 ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.02.08.04.05 SYSTEM/POWER SUPPLY Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.02.08.04.06 MEASURING /TESTING DEVICE Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.02.08.04.07 OPTO ELECTRONICS Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.02.08.04.09 REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.02.08.05.02 AI.AT KESEHATAN KERJA Garis Lurus 15 6.67% 

0 I .03.02.08.05.03 PROTEKSI LINGKUNGAN Garis Lurus 15 6.67% 
0 I .03.02.08.05.04 METEOROLOGICAL EQUIPMENT Garis Lurus 10 10.00% 

0 I .03.02.08.06.03 PERALATAN lilDROWGI Garis Lurus 10 10.00% 

01.03.02.08.07.01 AI.AT LABORATORIUM KWALITAS AIR 
Garis Lurus 7 14.29% DANTANAH 

01.03.02.08.07.02 AI.AT LABORATORIUM KWALITAS 
Garis Lurus 7 14.29% UDARA 

01.03.02.08.07.03 AI.AT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN 
Garis Lurus 7 14.29% GETARAN 

01.03.02.08.07.04 LABORATORIUM LINGKUNGAN Garis Lurus 7 14.29% 

01.03.02.08.07.05 Al.AT LABORATORIUM PENUNJANG Garis Lurus 7 14.29% 
01.03.02.08.08.06 PERALATAN UMUM Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.02.08.08.02 WAVE GENERATOR AND ABSORBER Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.02.08.08.03 DATA ACCQUISITION AND ANALYZING 
Garis Lurus 15 6.67% SYSTEM 

01.03.02.08.08.09 PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP Garis Lurus 15 6.67% 
01.03.02.08.08.13 PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP Garis Lurus 15 6.67% 
01.03.02.08.08. !4 MOB Garis Lurus 15 6.67% 
01.03.02.08.08.15 PHOTO AND F1LM EQUIPMENT Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.02.08.09.05 AI.AT LABORATORIUM TEKANAN DAN 
Garis Lurus 5 20.00% SUHU 

01.03.02.08.09.06 Al.AT LABORATORIUM STANDARISASI 
Garis Lurus 5 20.00% KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN 

01.03.02.09.01.01 SENJATA GENGGAM Garis Lurus IO 10.00% 
01.03.02.09.01.02 SENJATA PINGGANG Garis Lurus 10 10.00% 
01.03.02.09.0 I.OS MORTIR Garis Lurus 10 10.00% 
01.03.02.09.01.10 SENJATA LAIN-LAIN Garis Lurus IO 10.00% 
01.03.02.09.02.01 AI.AT KEAMANAN Garis Lurus 5 20.00% 
01.03.02.09.02.02 NON SENJATA AP! Garis Lurus 5 20.00% 
01.03.02.09.02.01 Al.AT KEAMANAN Garis Lurus 10 10.00% 
01.03.02.09.03.0I LASER Garis Lurus IO 10.00% 
01.03.02.09.04.02 Al.AT DALMAS/ Al.AT DAKHURA Garis Lurus 10 10.00% 
01.03.02.10.01.01 KOMPUTER JARINGAN Garis Lurus 4 25.00% 
01.03.02.10.01.02 PERSONAL KOMPUTER Garis Lurus 4 25.00% 
01.03.02.10.02.01 PERALATAN MAINFRAME Garis Lurus 4 25.00% 
01.03.02. 10.02.04 PERALATANJARINGAN Garis Lurus 4 25.00% 
01.03.02.10.02.05 PERALATAN KOMPUTER LAINNYA Garis Lurus 4 25.00% 
01.03.02.10.02.02 PERALATAN MINI KOMPUTER Garis Lurus 4 25.00% 
01.03.02.10.02.03 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER Garis Lurus 4 25.00% 
01.03.02.15.03.02 AI.AT PENDUKUNG PENCARIAN Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.15.04.05 PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR 
Garis Lurus 5 20.00% UDARA 

01.03.02.17.01.20 SOLID MATERIAL HANDLING 
EOUIPMENT Garis Lurus 5 20.00% 

01.03.02.18.01.01 RAMBU BERSUAR Garis Lurus 5 20.00% 
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01.03.02.18.01.02 RAMBU TIDAK BERSUAR Garis Lurus 5 20.00% 
01.03.02.18.02.05 SIGNAL Garis Lurus 5 20.00% 
01.03.02.19.01.03 PERALATAN SENAM GarisLurus 5 20.00% 
0!.03.02.19.01.02 PERALATAN PERMA!NAN Garis Lurus 5 20.00% 
01.03.02.19.01.04 PARALATAN OLAH RAGA AIR Garis Lurus 5 20.00% 
01.03.02.19.01.06 PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA Garis Lurus 5 20.00% 
01.03.03.0l.0!.33 BANGUNAN PARK!R Garis Lurus 50 2.00% 
01.03.03.01.01.34 BANGUNAN GEDUNG PABRIK Garis Lurus 50 2.00% 
01.03.03.01 .01.35 BANGUNAN STAS!UN BUS Garis Lurus 50 2.00% 

01.03.03.01.01.36 TAMAN Garis Lurus 50 2.00% 

01.03.03.01.0!.03 BANGUNAN GEDUNG UNTUK 
Garis Lurus 50 2.00% BENGKEL/HANGGAR 

0!.03.03.01.01.16 BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN Garis Lurus 50 2.00% 

0l.03.03.01.0!.l 7 BANGUNAN GEDUNG MUSIUM GarisLurus 50 2.00% 

0!.03.03.01.01.25 BANGUNAN TERBUKA Garis Lurus 50 2.00% 

0!.03.03.01.01.27 BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN !KAN 
Garis Lurus 50 2.00% 'TP!I 

0l.03.03.01.01.32 BANGUNAN FASILITAS UMUM Garis Lurus 50 2.00% 

01.03.03.01.0l.01 BANGUNAN GEDUNG KANTOR Garis Lurus 50 2.00% 

01.03.03.01.01.37 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 
Garis Lurus 50 2.00% LAINNYA 

01.03.03.01.0l.02 BANGUNAN GUDANG Garis Lurus 50 2.00% 

0!.03.03.01.0!.04 BANGUNAN GEDUNG INSTALAS! Garis Lurus 50 2.00% 

0!.03.03.01.01.05 BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM Garis Lurus 50 2.00% 

01.03.03.01.0l.06 BANGUNAN KESEHATAN Garis Lurus 50 2.00% 

0l.03.03.01.01.08 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH Garis Lurus 50 2.00% 

01.03.03.01.0l.09 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT 
Garis Lurus 50 2.00% PERTEMUAN 

01.03.03.01.0l.10 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT 
Garis Lurus 50 2.00% 

PENDIDIKAN 

0!.03.03.01.01.l l BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH 
Garis Lurus 50 2.00% 

RAGA 

0!.03.03.01.01.12 BANGUNAN GEDUNG Garis Lurus 50 2.00% 
PERTOKOANIKOPERAS!IPASAR 

0!.03.03.01.0!.13 BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA Garis Lurus 50 2.00% 

01.03.03.0!.0!.14 BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL Garis Lurus 50 2.00% 

01.03.03.01.0!.15 BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG Garis Lurus 50 2.00% 
HEWAN 

01.03.03.01.0l.29 BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN Garis Lurus 50 2.00% 

01.03.03.01.0!.18 BANGUNAN GEDUNG 
Garis Lurus 50 2.00% 

TERMINALIPELABUHAN IBANDARA 

01.03.03.01.01.19 BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN Garis Lurus 50 2.00% 

01.03.03.01.01.37 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA Garis Lurus 50 2.00% 
LAINNYA 

0!.03.03.01.02.01 RUMAH NEGARA GOLONGAN I Garis Lurus 50 2.00% 

01.03 .03.01.02 .02 RUMAH NEGARA GOLONGAN II Garis Lurus 50 2.00% 

01.03.03.01.02.03 RUMAH NEGARA GOLONGAN lJl Garis Lurus 50 2.000/o 

01.03.03.01.02.04 MESS/WISMA/BUNGALOW /TEMPAT Garis Lurus 50 2.00'% 
PERISTIRAHATAN 

01.03.03.01.02.08 FLAT/RUMAH SUSUN Garis Lurus 50 2.000/o 

01.03.03.01.02.05 ASRAMA GarisLunlS 50 2.00% 

01.03.03.02.01.03 BANGUNANPENINGGALAN Garis Lurus 20 5.00% 

01.03.03.02.01.02 TUGU Garis Lurus 20 5.00% 

01.03.03.03.01.04 BANGUNAN MENARA PENGAWAS Garis Lurus 50 2.00% 

01.03.03.03.01.01 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN Garis Lurus 50 2.00% 
PENERANGAN PANTAI 

01.03.03.04.01.04 PAGAR Garis Lurus 50 2.00% 

0!.03.04.01.01.01 JALAN NASIONAL Garis Lurus 20 5.00% 

0!.03.04.01.0!.02 JALAN PROPINSI Garis Lurus 20 5.00% 

0!.03.04.01.0l.03 JALAN KABUPA':'EN Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.04.01.0J.05 JALAN DESA Garis Lurus 10 10.00% 

01.03.04.01.0J.09 JALAN KHUSUS Garis Lurus 10 10.00% 

01.03.04.01.01.06 JALANTOL Garis Lurus 20 5.00% 

01.03.04.01.0l.07 JALAN KERETA AP! Garis Lurus 10 10.00% 

0l.03.04.01.01.08 LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG Garis Lurus 15 6.67% 

yl 
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01.03.04.01.01.10 JALAN LAINNYA Garis Lurus 10 10.00% 

01.03.04.01.02.12 JEMBATAN PENGUKUR Garis Lurus 20 5.00% 

01.03.04.01.02.01 JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL Garis Lurus 50 2.00% 

01.03.04.01.02.02 JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI Garis Lurus 30 3.33% 

01.03.04.01.02.03 JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN Garis Lurus 30 3.33% 

01.03.04.01.02.05 JEMBATAN PADA JALAN DESA Garis Lurus 20 5.00% 

01.03.04.01.02.09 JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS Garis Lurus 20 5.00% 

01.03.04.01.02.06 JEMBATAN PADA JALAN TOL Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.04.01.02.08 
JEMBATAN PADA LANDASAN PACU Garis Lurus 50 2.00% 
PESAWATTERBANG 

01.03.04.01.02.10 JEMBATAN PENYEBERANGAN Garis Lurus 30 3.33% 

01.03.04.02.01.01 BANGUNAN WADUK !RIGAS! Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.04.02.01.02 BANGUNAN PENGAMBILAN !RIGAS! Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.04.02.01.03 BANGUNAN PEMBAWA !RIGAS! Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.04.02.01.04 BANGUNAN PEMBUANG !RIGAS! Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.04.02.01.05 BANGUNAN PENGAMAN !RIGAS! Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.04.02.01.06 BANGUNAN PELENGKAP !RIGAS! Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.04.02.01.08 BANGUNAN AIR !RIGAS! LAINNYA Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.04.02.02.01 BANGUNAN WADUK PASANG SURUT Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.04.02.02.02 BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG 
Garis Lurus 15 6.67% SURUT 

01.03.04.02.02.03 BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.04.02.02.04 SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.04.02.02.05 BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.04.02.02.06 BANGUNAN PELENGKAP PASANG 
Garis Lurus 15 6.67% SURUT 

01.03.04.02.02.07 BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT Garis Lurus 15 6.67% 

01.03.04.02.03.02 BANGUNAN PENGAMBILAN 
Garis Lurus 40 2.50% PENGEMBANGAN RAWA 

01.03.04.02.03.03 BANGUNANPEMBAWAPENGEMBANGAN 
Garis Lurus 40 2.50% RAWA 

01.03.04.02.03.04 BANGUNANPEMBUANG 
Garis Lurus 40 2.50% PENGEMBANGAN RAWA 

01.03.04.02.03.05 BANGUNAN PENGAMAN 
Garis Lurus 40 2.50% PENGEMBANGA."I RAWA 

01.03.04.02.03.06 BANGUNAN PELENGKAP 
Garis Lurus 40 2.50% PENGEMBANGAN RAWA 

01.03.04.02.03.07 BANGUNANSAWAHPENGEMBANGAN 
Garis Lurus 40 2.50% RAWA 

01.03.04.02.03.01 BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN 
Garis Lurus 40 2.50% RAWA 

01.03.04.02.04.01 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI 
Garis Lurus 10 10.00% & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM 

01.03.04.02.04.02 BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN 
Garis Lurus 10 10.00% SUNGAI/PANTAI 

01.03.04.02.04.03 BANGUNANPEMBAWAPENGAMAN 
Garis Lurus 10 10.00% SUNGAI/PANTAI 

01.03.04.02.04.04 BANGUNANPEMBUANGPENGAMAN 
Garis Lurus 10 10.00% SUNGA! 

01.03.04.02.04.05 BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN 
Garis Lurus 10 10.00% SUNGAI/PANTAI 

01.03.04.02.04.06 BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN 
Garis Lurus 10 10.00% SUNGA! 

01.03.04.02.05.01 BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN 
Garis Lurus 40 2.50% SUMBERAIR 

01.03.04.02.05.02 BANGUNAN PENGAMBILAN 
Garis Lurus 40 2.50% PENGEMBANGAN SUMBER AIR 

01.03.04.02.05.03 BANGUNANPEMBAWAPENGEMBANGAN 
Garis Lurus 40 2.50% SUMBERAIR 

01.03.04.02.05.04 BANGUNANPEMBUANG 
Garis Lurus 40 2.50% PENGEMBANGAN SUMBER AIR 

01.03.04.02.05.05 BANGUNAN PENGAMAN 
Garis Lurus 40 2.50% PENGEMBANGAN SUMBER AIR 

01.03.04.02.05.06 BANGUNAN PELENGKAP 
Garis Lurus 40 2.50% PENGEMBANGAN SUMBER AIR 

01.03.04.02.05.08 BANGUNANPENGEMBANGANSUMBER 
Garis Lurus 40 2.50% AIR DAN AIR TANAH LAINNYA 

01.03.04.02.06.05 BANGUNAN PELENGKAP AIR 
Garis Lurus 40 2.50% BERSIH/AIR BAKU 

01.03.04.02.06.06 BANGUNAN AIR BERSIH/ AIR BAKU 
Garis Lurus 40 2.50% LAINNYA 

01.03.04.02.06.01 BANGUNAN WAD UK AIR BERSIH/ AIR 
GarisLurus 40 2.50% BAKU 



01.03.04.02.06.02 

01.03.04.02.06.03 

01.03.04.02.06.04 

01.03.04.02.06.05 

01.03.04.02.07.03 

01.03.04.02.07.01 

01.03.04.02.07 .04 

01.03.04.03.01.03 

01.03.04.03.01.02 

01.03.04.03.01.04 

01.03.04.03.01.05 

01.03.04.03.02.01 

01.03.04.03.02.02 

01.03.04.03.02.04 

01.03.04.03.05.10 

01.03.04.03.05.01 

01.03.04.03.05.02 

01.03.04.03.05.03 

01.03.04.03.05.05 

01.03.04.03.05.09 

01.03.04.03.06.03 

01.03.04.03.06.01 

01.03.04.03.06.02 

01.03.04.03.08.01 

01.03.04.03.09.01 

01.03.04.03.10.01 

01.03.04.04.01.01 

01.03.04.04.01.02 

01.03.04.04.01.03 

01.03.04.04.01.04 

01.03.04.04.01.05 

01.03.04.04.02.03 

01.03.04.04.02.01 

01.03.04.04.02.02 

01.03.04.04.03.01 

01.03.04.04.03.02 

01.03.04.04.03.03 

01.03.04.04.04.02 

01.03.04.04.04.03 

01.03.04.04.04.01 

01.03.05.07.01.01 
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BANGUNAN PENGAMBILAN AIR 
Garis Lurus 40 2.50% BERSIH/ AIR BAKU 

BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR GarisLurus 40 2.50% BAKU 
BANGUNAN PEMBUANG AIR 

GarisLurus 40 2.50% BERSIH/ AIR BAKU 
BANGUNAN PELENGKAP AIR 

GarisLurus 40 2.50% BERSIH/ AIR BAKU 

BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR Garis Lurus 40 2.50% 

BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR Garis Lurus 40 2.50% 

BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR Garis Lurus 40 2.50% 

INSTALASI AIR TANAH DALAM Garis Lurus 30 3.33% 

INSTALASI AIR $UMBER / MATA AIR Garis Lurus 30 3.33% 
INSTALASI AIR TANAH DANGKAL Garis Lurus 30 3.33% 
INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU 

Garis Lurus 30 3.33% LAINNYA 

INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK Garis Lurus 30 3.33% 

INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI Garis Lurus 30 3.33% 

INSTALASI AIR KOTOR LAINNY A Garis Lurus 30 3.33% 
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 

Garis Lurus 40 2.50% TENAGA BIOGAS (PLTB) 
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 

Garis Lurus 40 2.50% TENAGA AIR IPLTAl 
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 

Garis Lurus 40 2.50% TENAGA DIESEL (PLTD) 
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 

Garis Lurus 40 2.50"/o TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMI 
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 

Garis Lurus 40 2.50"/o TENAGA UAP IPLTUI 
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 

Garis Lurus 40 2.50"/o TENAGA SURYA (PLTS) 

INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK Garis Lurus 40 2.50"/o 
INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK Garis Lurus 40 2.50"/o 
INSTALASI GARDU LISTRIK DISTR!BUSI Garis Lurus 40 2.50"/o 
INSTALASI GARDU GAS Garis Lurus 30 3.33% 
INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL 

Garis Lurus 20 5.00% PETIR 

INSTALASI LAIN Garis Lurus 20 5.00% 
JARINGAN PEMBAWA Garis Lurus 30 3.33% 
JARINGAN INDUK DISTRIBUSI Garis Lurus 30 3.33% 
JARINGAN CABANG DISTRIBUSI Garis Lurus 30 3.33% 
JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH Garis Lurus 30 3.33% 
JARINGAN AIR MINUM LAINNYA GarisLurus 30 3.33% 
JARINGAN LISTRIK LAINNYA Garis Lurus 40 2.50% 
JARINGAN TRANSMIS! GarisLurus 40 2.50"/o 
JARINGAN DISTRIBUSI Garis Lurus 40 2.50"/o 
JAR!NGAN TELEPON DIATAS TANAH Garis Lurus 20 5.00"/o 
JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH Garis Lurus 20 5.00"/o 
JARINGAN TELE'PON DIDALAM AIR Garis Lurus 20 5.00"/o 
JARINGAN PIPA DISTRIBUSI Garis Lurus 30 3.33% 
JARINGAN PIPA DINAS Garis Lurus 30 3.33% 
JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI Garis Lurus 30 3.33% 
ASET TETAP DALAM RENOVA$! Garis Lurus 10 10.00% 

14. Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan 
perubahan, kecuali: 
a. Terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan 

aset tetap; 
b. Terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa 

manfaat atau kapasitas manfaat; atau 
c. Terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat 

aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari. 
15. Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa 

mar..faat atau kapasitas manfaat sebagaimana 
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dimaksud dalam huruf angka 14 
mengubah masa manfaat aset 
bersangkutan. 

(empat belas) 
tetap yang 

16. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode 
garis lurus (straight line method). 

17. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan 
nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara 
merata setiap periode selama masa manfaat. 

18. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan 
menggunakan formula berikut ini: 

Nilai yan9 Dapat Disusutkan 
Penyusutan per Periode = M M f 

asa an aat 
19. Perhitungan penyusutan aset menggunakan 

pendekatan tahunan. Dengan menggunakan 
pendekatan tahunan, penyusutan dihitung satu tahun 
penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan 
atau bahkan dua hari. 

4.1.9.11 Pertukaran Aset Tetap 
1. Pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau 
antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah 
dengan pihak lain, dengan menerima penggantian 
dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan 
nilai yang seimbang. 

2. Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila 
kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai 
perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur 
dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam 
Serita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST 
tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat 
Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang 
diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, 
pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset 
tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan 
membukukan aset tetap pengganti. 

3. Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran 
dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat 
yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, 
maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai 
tercatat (carrying amount) aset yang dilepas. 

4. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, 
misalnya kas, maka ha! ini mengindikasikan bahwa 
aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai 
yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan 
nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan 
terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui 
sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO. 

5. Dalam ha! terjadi pertukaran aset tetap, maka harus 
diungkapkan: 
a. Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap; 
b. Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya; 



4.1.9.12 

4.1.9.13 
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c. Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan 
d. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap. 

Renovasi Aset Tetap 
1. Berdasarkan obyeknya, renovasi 

lingkungan satuan kerja SKPD 
menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 
a. Renovasi aset tetap milik sendiri; 

aset tetap di 
dapat dibedakan 

b. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup 
entitas pelaporan; dan 

c. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup 
entitas pelaporan. 

2. Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan 
aset tetap dilingkungan satuan kerja pada SKPD yang 
memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini 
akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset 
tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan 
renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah 
selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, 
maka akan dicatat sebagai KDP. 

3. Renovasi aset tetap bukan milik dalam lingkup entitas 
pelaporan merupakan renovasi aset tetap milik SKPD 
lain. Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang 
melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah 
nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan 
aset tetap tersebut ada pada pihak lain. 

4. Renovasi aset tetap bukan milik diluar entitas 
pelaporan, meliputi: 
a. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan 
b. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain 

pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain­
lain). 
Pada renovasi ini pada satuan kerja yang melakukan 
renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai 
perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset 
tetap tersebut ada pada pihak lain. 

Penghentian Penggunaan dan Pelepasan Aset Tetap 
1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif 

pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan 
harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan 
nilai tercatatnya. 

2. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika 
dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan 
penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa 
yang akan datang. 

3. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau 
dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

4. Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim 
disebut sebagai pemindahtanganan. Pemerintah daerah 
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5. dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di 
dalamnya termasuk aset tetap dengan cara: 
- dijual; 
- dipertukarkan; 
- dihibahkan; atau 
- dijadikan penyertaan modal negara/ daerah. 

6. Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena 
dipindahtangankan, maka aset tetap yang 
bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca. 

7. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, 
dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah 
lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

8. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca 
pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima 
hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan 
hibah. 

9. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme 
penyertaan modal daerah, dikeluarkan dari neraca 
pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal 
daerah. 

10. Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari 
pemindahtanganan dengan cara dijual a tau 
dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi 
belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan 
habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau 
harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap 
terkait diperlakukan sebagai surplus/ defisit 
penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan 
pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat 
penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan 
dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

11. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses 
pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan 
modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari 
pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui 
adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika 
menjadi penyertaan modal daerah. 

12. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah 
diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang 
bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan perlu 
dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat 
unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya 
tuntutan ganti rugi. 

13. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai 
buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara 
penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau 
tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset 
tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan 
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reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset 
tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti 
rugi). 

14. Apabila dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada 
perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut 
direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. 
Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka 
aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban. 

4.1.9.14 Reklasifikasi clan Koreksi Aset Tetap 
1. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari 

suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. 
2. Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan 

namun aset tersebut belum dapat dikeluarkan dari 
neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal 
sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih 
berlangsung harus dipindahkan (direklas) dari aset 
tetap ke aset lainnya. 

3. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi 
agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan 
entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 

4. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau 
mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. 
Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak 
tergantung pada periode pelaporan dan waktu 
penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap 
dilakukan pada saat ditemukan kesalahan. 

4.1.9.15 Hubungan antara Belanja clan Perolehan Aset Tetap 
1. Perolehan aset tetap yang akan digunakan dalam 

kegiatan pemerintahan dianggarkan dalam belanja 
modal. 

2. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja 
modaljika: 
a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya 

perolehan aset tetap atau aset lainnya yang 
menambah aset pemerintah; 

b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal 
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah; dan 

c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk 
dijual atau diserahkan ke masyarakat atau pihak 
lainnya. 

3. Dalam situasi yang ideal akan terdapat kesesuaian 
antara belanja modal sebagai akun anggaran dengan 
aset tetap sebagai akun finansial. Namun demikian, 
dalam hal terjadi kontradiksi antara akun anggaran 
dengan akun finansial, maka akuntansi akan 
menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk 
formal (substance over form). 

4. Dalam praktik hubungan antar pemerintahan, dapat 
terjadi perolehan suatu aset tetap dibiayai oleh 2 (dua) 
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sumber yang berbeda, misalnya pembangunan sekolah 
dibiayai oleh APBN dan APBD. Pencatatan aset tetap di 
neraca tergantung pada maksud penggunaan pihak­
pihak yang membiayai kegiatan tersebut. Apabila 
pemerintah pusat berniat menyerahkan sekolah 
tersebut kepada pemerintah daerah, maka pemerintah 
pusat tidak mencatat aset tetap tersebut di neraca, dan 
tidak menggangarkan dalam belanja modal. Aset tetap 
atau gedung sekolah tersebut dicatat di neraca 
pemerintah daerah. Nilai yang dicatat adalah sebesar 
nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (APBD), 
ditambah dengan nilai APBN apabila sudah ada serah 
terima antara pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah. 

4.1.9.16 Penyajian clan Pengungkapan Aset Tetap 
1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan 

dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 
2. Penyusutan atas aset tetap pada suatu periode 

disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan 
Operasional. 

3. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan 
diungkapkan pula rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap 
pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: 
a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi 

dari konstruksi dalam pengerjaan, pertukaran aset, 
dan lainnya); 

b. Perolehan yang berasal dari 
pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total 
belanja modal untuk aset tetap; 

c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran 
aset, dan lainnya); 

d. Perubahan nilai, jika ada. 

4.1.10 ASET LAINNYA 
A. Definisi 

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak 
dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka 
panjang, aset tetap dan dana cadangan. 

2. Aset Lainnya terdiri dari: 
a. Tangihan Jangka Panjang, terdiri dari: 

- Tagihan Penjualan Angsuran; 
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga; 
c. Aset Tidak Berwujud; 
d. Aset Lain-lain. 

B.Pengakuan 
1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat: 

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh 
pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang 
dapat diukur dengan andal. 
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b. Diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya 
berpindah. 

2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun 
tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya 
transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun 
tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi 
berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

4.1.10.1 Tagihan Jangka Panjang 
a. Definisi Tagihan Jangka Panjang 

1. Tagihan jangka panjang terdiri 
penjualan angsuran dan tuntutan 
daerah. 

atas tagihan 
gan ti kerugian 

2. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan 
jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset 
pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai 
pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya 
lebih dari satu tahun. Contoh tagihan penjualan 
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas 
dan penjualan kendaraan dinas. 

3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGRD) merupakan 
suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai 
negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk 
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang 
diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat 
langsung ataupun tidak Jangsung dari suatu 
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh 
pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan 
tugas kewajibannya. 

b. Pengakuan Tagihan JangkaPanjang 
1. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat 

timbulnya penjualan angsuran dan dapat diukur 
dengan andal. 

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui 
pada saat ditetapkan Tuntutan Ganti Kerugian 
Daerah (TGRD) dan dapat diukur dengan andal. 

c. Pengukuran Tagihan Jangka Panjang 
1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai 

nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset 
yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 
angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas 
l.tmum daerah atau berdasarkan daftar saldo 
tagihan penjualan angsuran. 

2. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan 
angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) 
bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian 
lancar tagihan penjualan angsuran (aset Jancar). 
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3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinilai sebesar 
nilai nominal dalam Surat Keterangan 
Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi 
dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai 
yang bersangkutan ke kas umum daerah. 

4. Setiap akhir periode akuntansi, TGRD yang akan 
jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, 
direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TGRD 
(aset lancar). 

4.1.10.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
A. Definisi Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

1. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau 
lebih yang mempunyai komitmen untuk 
melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama 
dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang 
dimiliki. 

2. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa: 
- Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun, Guna, 

Serah (BGS); 
- Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, 

Guna (BSG). 
3. Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun Guna 

Serah (BSG) adalah suatu bentuk kerjasama berupa 
pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak 
ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor 
terse but mendirikan bangunan dan/ a tau sarana lain 
berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam 
jangka waktu tertentu, untuk kemudian 
menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana 
lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah 
setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati 
(masa konsesi). 

4. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh 
pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah 
sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan 
pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun 
disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, 
pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat 
rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini 
harus diatur dalam perjanjian/ kontrak kerjasama. 

5. Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, 
Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah 
daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak 
ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan 
dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian 
menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada 
pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan 
tujuan pembangunan aset tersebut. 

6. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah 
pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain 
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dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 
peningkatan penerimaan daerah. 

7. Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh 
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan 
menerima imbalan uang tunai. 

8. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu 
dimana pemerintah daerah dan mitra kerjasama 
masih terikat dengan perjanjian 
kerjasama/ kemitraan. 

B. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
1. Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi 

perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan 
perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi 
aset kerjasama/kemitraan. 

2. Aset kerjasama/kemitraan berupa gedung dan/atau 
sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama 
BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan 
gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai 
dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan. 

3. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset 
kerjasama/ kemitraan harus diaudit oleh aparat 
pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada 
pengelola barang. 

4. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta 
fasilitasnya kepada pengelola barang dilaksanakan 
setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam 
berita acara serah terima barang. 

5. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta 
bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan 
ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola 
barang. 

6. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah 
dari "aset lainnya" menjadi "aset tetap" sesuai 
jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah 
ditetapkan status penggunaannya oleh kepala 
daerah. 

C. Penyajian dan Pengungkapan Kemitraan dengan 
Pihak Ketiga 
1. Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca 

sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas 
aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), 
sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan 
operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK. 

2. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim 
untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat 
untuk aset kerjasama/ kemitraan: 
a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama; 
b. Penentuan biaya perolehan aset 

kerjasama/ kemitraan; 
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c. Penentuan depresiasi/penyusutan asset 
kerjasama/ kemitraan. 

3. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan 
penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan 
dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap. 

4.1.10.3 Aset Tak Berwujud 
A. Definisi Aset Tak Berwujud 

1. Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang 
tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah 
satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 

2. Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria dapat 
diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan 
mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. 

3. Aset Non-Moneter artinya aset ini bukan merupakan 
kas atau setara kas atau aset yang akan diterima 
dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat 
ditentukan. 

4. Dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut 
nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya. 

5. Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut 
tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya 
aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk 
menentukan keberadaan aset tak berwujud; karena 
itu, paten dan hak cipta, misalnya merupakan aset 
pemerintah daerah apabila pemerintah daerah 
dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan 
dan pemerintah daerah menguasai aset tersebut. 

6. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah 
dapat berupa: 
a. Software 

Software computer, yang dapat disimpan dalam 
berbagai media penyimpanan seperti flash disk, 
compact disk, disket, pita, dan media 
penyimpanan lainnya; 
Software computer yang masuk dalam kategori 
ATB adalah software yang bukan merupakan 
bagian tak terpisahkan dari hardware komputer 
tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di 
komputer lain. Oleh karena itu software komputer 
sepanjang memenuhi definisi dan kriteria 
pengakuan merupakan ATB. 

b. Lisensi dan franchise 
Lisiensi merupakan pemberian 1zm dari pemilik 
barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi 
untuk menggunakan barang atau jasa yang 
dilisensikan. 
Franchise merupakan perikatan dimana salah 
satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau 
menggunakan hak dari kekayaan intelektual 
(HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak 
lain dengan suatu imbalan berdasarkan 
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persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain 
tersebut dalam rangka penyediaan dan atau 
penjualan barang dan jasa. 

c. Hak Paten, Hak Cipta 
Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan 
oleh negara kepada inventor atas hasil lnvensinya 
di bidang teknologi, yang untuk selama waktu 
tertentu melaksanakan sendiri invensinya 
tersebut atau memberikan persetujuannya kepada 
pihak lain untuk melaksanakannya. 
Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau 
pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan 
hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. 
Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu 
ciptaan". 

d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan 
manfaat jangka panjang. 
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan 
manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau 
pengembangan yang memberikan manfaat 
ekonomis dan/ a tau sosial dimasa yang akan 
datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. 

e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya 
Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk 
mendapatkan kembali naskah kuno/alur 
sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada 
dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi 
pemerintah ataupun masyarakat. Film/karya 
seni/budaya dapat dikategorikan dalam heritage 
ATB. 

f. ATB dalam Pengerjaan 
Suatu kegiatan perolehan ATB dalam 
pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara 
internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi 
ATB, belum memenuhi salah satu kriteria 
pengakuan aset yaitu digunakan untuk 
operasional pemerintah. Namun dalam hal ini 
seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga 
diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan 
operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui 
sebagai bagian dari ATB. 

B. Pengakuan Aset Tak Berwujud 
1. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika: 

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat 
ekonomi di masa datang yang diharapkan atau 
jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut 
akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan 

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur 
dengan andal. 

2. Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, 
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: 
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a. Untuk software yang diperoleh atau dibangun 
oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi 
menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi 
pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga 
(kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh 
instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit 
untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari 
software tersebut maka untuk software seperti ini 
tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu software 
seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada 
perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan 
siapa saja, maka salah satu kriteria dari 
pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu 
aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu 
untuk software yang dibangun sendiri yang dapat 
diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan 
kepada pihak ketiga. 

b. Dalam kasus perolehan software secara 
pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. 
Untuk pembelian software yang diniatkan untuk 
dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh 
pemerintah maka software seperti ini harus 
dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila 
ada software yang dibeli oleh pemerintah untuk 
digunakan sendiri namun merupakan bagian 
integral dari suatu hardware (tanpa software 
tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), 
maka software tersebut diakui sebagai bagian 
harga perolehan hardware dan dikapitalisasi 
sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan 
untuk software program yang dibeli tersendiri dan 
tidak terkait dengan hardware harus 
dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi 
kriteria perolehan aset secara umum. 

3. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam 
pengembangan software komputer yang dihasilkan 
secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap 
sebagai berikut: 
a. Tahap awal kegiatan 

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan 
konsep dan evaluasi alternatif, penentuan 
teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan 
pilihan akhir terhadap alternative untuk 
pengembangan software terse but. Semua 
pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada 
tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada 
saat terjadinya. 

b. Tahap pengembangan aplikasi 
Aktifitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, 
termasuk di dalamnya konfigurasi software dan 
software interface, koding, menginstall ke 
hardware, testing, dan konversi data yang 
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diperlukan untuk mengoperasionalkan software. 
Semua pengeluaran pada tahap pengembangan 
aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi 
kondisi-kondisi sebagai berikut: 
- Pengeluaran terjadi setelah tahap awal 

kegiatan selesai; dan 
- Pemerintah berkuasa dan 

membiayai, paling tidak 
berjalan. 

berjanji 
untuk 

untuk 
periode 

c. Tahap setelah implementasi/ operasionalisasi 
Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, 
konversi data yang tidak diperlukan untuk 
operasional software dan pemeliharaan software. 
Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas 
pada tahap setelah implementasi/ operasionalisasi 
harus dianggap sebagai beban pada saat 
terjadinya. 

4. Perlakuan akuntansi untuk software yang diperoleh 
secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Perolehan software yang memiliki !Jin 

penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua 
belas) bulan, maka nilai perolehan software dan 
biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. 
Sedangkan perolehan software yang memiliki ijin 
penggunaan/masa manfaat kurang dari atau 
sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai 
perolehan software tidak perlu dikapitalisasi. 

b. Software yang diperoleh hanya dengan membayar 
ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) bulan harus 
dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang 
diperoleh hanya dengan membayar IJln 

penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai 
dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu 
dikapitalisasi. 

c. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin 
penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 
(dua belas) bulan harus dikapitalisasi. Software 
yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan 
dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai 
dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu 
dikapitalisasi. 

5. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan 
terhadap software komputer harus memenuhi salah 
satu kriteria ini: 
&.. Meningkatkan fungsi software; 
b. Meningkatkan efisiensi software. 

6. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi 
salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus 
dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat 
terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan 
software yang sifatnya hanya mengembalikan ke 


